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ABSTRAK 
Nama /NIM :  Agam Rahmad Ota / 190102162 

Fakultas/Prodi :  Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah 

Judul : Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan 

Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian Di Asrama 

TNI Keraton) 

Tanggal Sidang :  20 November 2023  

Tebal Skripsi  :  58 Halaman 

Pembimbing I :  Saifuddin, S.Ag., M.Ag 

Pembimbing II :  T. Surya Reza, S.H, M.H 

Kata Kunci :  Pemanfaatan Rumah Negara, Purnawirawan TNI, Milk Al 

Daulah 

Rumah negara merupakan rumah dinas yang diperuntukkan kepada Prajurit TNI 

yang masih aktif. Namun dalam hal ini, rumah negara di lingkungan TNI 

khususnya di Asrama TNI Keraton Banda Aceh terdapat beberapa keluarga 

Purnawirawan yang masih menempati bangunan Asrama. Rumah negara di 

lingkungan TNI ini awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

perumahan para prajurit TNI yang masih aktif. Perubahan penggunaan rumah 

negara tersebut karena ditempati oleh keluarga purnawirawan TNI menandakan 

kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap peraturan yang mengatur 

penggunaan rumah negara di lingkungan TNI. Tujuan penelitian yang penulis 

maksudkan yaitu untuk menentukan norma hukum, dan menjelaskan praktek 

tentang pemanfaatan di Asrama TNI Keraton Banda Aceh menurut perspektif 

Milk al-daulah. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis 

normatif, jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan metode pengumpulan 

data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data diperoleh 

bahwa, pemanfaatan rumah negara ini tidak sesuai dengan norma hukum yang 

berlaku, seharusnya rumah negara di lingkungan TNI diperuntukkan kepada 

prajurit aktif yang masih berdinas di wilayah teritorial Kodam Iskandar Muda. 

Sesuai aturan, prajurit TNI yang diberhentikan tidak hormat atau melanggar 

larangan penghunian rumah negara harus meninggalkan asrama dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan. Sebaliknya, prajurit TNI yang dipindahkan ke daerah lain, 

diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atau telah pensiun harus 

meninggalkan Asrama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya 

pencabutan Surat Izin Penghunian. Dari hasil penelitian ini pemanfaatan rumah 

negara sebagai rumah tinggal bagi purnawirawan TNI adanya perbedaan yang 

jauh antara konsep hukum dan fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemanfaatan rumah negara yang dilakukan oleh 

purnawirawan TNI di Asrama TNI Keraton bertentangan dengan konsep hukum 

yang telah di tetapkan di dalam perundang-undangan.  
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TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia  

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
A 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 



 

x 

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ya ش

 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya y ya ي
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

 Fathah dan وَْ...

wau 
au a dan u 

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
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 haula حَوْلَ  -
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ...

atau ya 
ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 (qāla)  قَالَ  -

 (ramā)  رَمَى -

 (qīla)  قِيْلَ  -

 (yaqūlu) يَ قُوْلُ  -
D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 
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طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munaw  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وهرَةُ  -

                 warah 

 talhah   طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala نَ زهلَ  -

 al-birr  البِر  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

جُلُ الره  -   ar-rajulu 

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشهمْسُ  -
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لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

 

 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u   الن هوْءُ  -

 inna  إِنه  -
H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

      -Wa innallāha lahuwa khair ar  وَ إِنه اَلله فَ هُوَ خَي ْرُ الرهازقِِيَْ  -

rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāh بِسْمِ اِلله مََْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 
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didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الَْْمْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرهحْمنِ الرهحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm   اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

ي ْعًالُ للَِّ  ا - مُوْرُ جََِ     Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami’an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Catatan:  

 Modifikasi  

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  

 Contoh: Șamad Ibn Sulaimān.  

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 



 

xvi 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

 

  



 

xvii 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi  

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi  

Lampiran 3: Protokol Wawancara 

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara   



 

xviii 

DAFTAR ISI 

 
LEMBARAN JUDUL ..................................................................................  i 

PENGESAHAN PEMBIMBING ................................................................  ii 

PENGESAHAN SIDANG ............................................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH .....................................................  iv 

ABSTRAK .....................................................................................................  v 

KATA PENGANTAR ..................................................................................  vi 

TRANSLITERASI ARAB LATIN .............................................................  ix 

DAFTAR TABEL .........................................................................................  xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................  xvii 

DAFTAR ISI .................................................................................................    xviii 

BAB SATU: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .........................................................  1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................  9 

C. Tujuan Penelitian ....................................................................  10 

D. Penjelasan Istilah ....................................................................  10 

E. Kajian Pustaka ........................................................................  12 

F. Metodologi Penelitian .............................................................  15 

G. Sistematika Pembahasan .........................................................  20 

BAB DUA:  EKSISTENSI MILK AL DAULAH DAN 

PENGGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN 

NEGARA DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Milk Al Daulah .......................  22 

B. Hukum Penggunaan dan Pemanfaatan Harta Milik Negara  

Serta Batasan-Batasannya .......................................................  29 

C. Sistem Pengawasan Pada Penggunaan dan Pengelolaan 

Harta  

Milik Negara ...........................................................................  32 

D. Pendapat Ulama Tentang Harta Milik Negara ........................  36 

E. Asrama TNI AD Sebagai Barang Milik Negara .....................  39 

BAB TIGA:  PRAKTIK PEMANFAATAN ASRAMA SEBAGAI 

TEMPAT TINGGAL KELUARGA 

PURNAWIRAWAN TNI DALAM PERSPEKTIF MILK 

AL-DAULAH 

A. Ketentuan Norma Hukum Tentang Pemanfaatan Asrama 

Keraton Banda Aceh Oleh Keluarga Purnawirawan TNI 

Angkatan Darat .......................................................................  41 



 

xix 

B. Praktek Pemanfaaatan Asrama Sebagai Rumah Tinggal 

Bagi Purnawirawan TNI Purna Tugas ....................................  48 

C. Perspektif Milk Al-Daulah terhadap legalitas pemanfaatan 

Asrama Keraton Banda Aceh sebagai tempat tinggal 

purnawirawan purna bebas tugas ............................................  51 

BAB EMPAT: PENUTUP  

A. Kesimpulan ........................................................................  56 

B. Saran  .................................................................................  57 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................  59 

LAMPIRAN ..................................................................................................  62 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....................................................................  66 

 

 

  



 

1 

BAB SATU  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dalam konsep Islam, terkhususnya dibidang fiqh muamalah, para ulama 

telah menetapkan ketentuan tentang Milk Al-daulah, secara detail telah di 

paparkan oleh Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun di pinggir 

jalan umum atau tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah 

dengan ketentuan tidak akan mengganggu masyarakat yang melewatinya. 

Apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan 

membongkar bangunan yang ada di jalan umum tersebut.
1
  

Dalam hal ini Al-Kailani berpendapat, harta milik negara merupakan 

harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan 

umum. Adapun yang tercakup kedalam semua kepemilikan ini adalah semua 

kekayaan yang ada di atas dan diperut bumi wilayah negara itu. Keterkaitan 

kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna 

benda yang ada kepentingan semua orang tanpa deskriminatif dan untuk 

menciptakan kesejahteraan sosial.
2
  

Menurut Ahmad bin Hanbal tanah negara adalah tanah yang tidak 

dimiliki oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut harus dikuasai 

oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan untuk kemaslahatan umum dan tidak 

boleh dijadikan tanah mati. Tanah mati tidak boleh dihidupkan oleh personal 

warga negara tanpa ada izin dari pemerintah dan tanah mati tidak boleh 

dimatikan, dalam arti bahwa tanah harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk 

berbagai kepentingan kemaslahatan umum.
3
  

                                                             
1
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 88.  

2
 Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan, 

(Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58. 
3
 Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 

2013), hlm. 37. 
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Ulama Malikiyah menyatakan bahwa, “pada pemanfaatan tanah negara 

yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun 

kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara 

harus ada izin dari pemerintah.” Seperti berdagang di sisi jalan secara permanen 

karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu akan membawa 

mudharat kepada orang lain, seperti akan menyempitkan jalan, dapat 

menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat 

menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.
4
 

Dalam konsep fiqh Muamalah, harta milik negara (Milk Al-daulah) 

seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta 

bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, 

dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai 

dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta 

tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan 

melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan 

melarang orang lain untuk memanfaatkannya.
5
 

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak 

seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang 

pemerintah sebagai kepala negara. Dalam hal ini pemerintah berhak membuat 

kebijakan sebagai otoritas untuk menertibkan aset-aset dalam wilayahnya. 

Sehingga konsep pengelolaan seluruh kekayaan dan aset negara oleh pemerintah 

sebagai upaya untuk menertibkan seluruh kekayaan dan aset negara dan 

memperoleh manfaat seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu 

pemerintah harus mampu menggunakan wewenangnya untuk menjaga dan 

memanfaatkan seluruh aset milik negara sehingga memiliki nilai utilitas tinggi 

                                                             
4
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21. 

5
 Ibid., hlm. 79. 
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demi kemakmuran masyarakat dan memfungsikannya sesuai regulasi yang telah 

ditetapkan.
6
 

Ketentuan tentang tata kelola baik secara hukum maupun manajerial 

harus memiliki regulasi dan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk seluruh 

kekayaaan dan aset milik negara terutama tentang peruntukan, fungsi dan hasil 

dari seluruh aset dan kekayaan negara. Dalam setiap regulasi yang dibuat 

pemerintah harus mampu menerapkan kebijakan kemaslahatan publik secara 

finansial sehingga setiap kebijakan yang dibuat mampu menghasilkan ketentuan 

hukum untuk melindungi kesejahteraan masyarakat terutama aparatur sipil dan 

militer yang memiliki fungsi penting baik secara hukum maupun manajemen 

sebagai pihak terdepan dalam menjalankan pemerintahan secara teratur dan 

tertib sehingga keberadaan meraka penting untuk menciptakan aparatur 

pemerintahan yang memiliki fungsi maksimal untuk menciptakan pemerintahan 

yang baik sebagai bagian dari sistem riayah dari suatu sistem pemerintahan 

publik dalam fiqh.
7
  

Secara manajemen dan hukum untuk mewujudkan tata kelola aset dan 

kekayaan milik negara yang baik maka dibutuhkan beberapa langkah penting 

seperti upaya memaksimalkan fungsi dari aset melalui penyewaan ataupun 

penjualan dari aset pemerintah, dalam hal ini fukaha membolehkan langkah 

tersebut bila memiliki nilai maslahat yang tinggi.  

Aset negara dalam bentuk lahan perkebunan dan pertanian dapat 

langsung dilakukan pengelolaannya melalui otoritas pemerintahan tertentu yang 

dimiliki negara. Dalam hal ini pemerintah dapat membuat regulasi khusus 

tentang pengelolaan lahan perkebunan dan pertanian melalui jawatan tertentu 

yang dimiliki negara sehingga profesionalisme pengelolaan aset milik negara 

tersebut dapat berjalan dengan baik.  

                                                             
6
 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, 

Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136. 
7
 M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2007), hlm. 47. 
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Secara historis dalam sejarah Islam, pemerintah terutama pada masa 

sahabat banyak melakukan kebijakan tentang pengelolaan harta milik negara. 

Sebagai contoh pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang membuat 

kebijakan pembagian tanah di Khaibar sebagai lahan untuk digarap baik oleh 

masyarakat muslim yang ikut serta berjuang yang merebut daerah tersebut 

maupun masyarakat muslim lainnya lahan pertanian. Hal tersebut merupakan 

kebijakan yang dilakukan oleh Umar dalam kapasitasnya sebagai khalifah. 
8
 

 Perbedaan sistem pemerintahan tentu mempengaruhi kebijakan dalam 

pengelolaan harta milik negara. Hal tersebut tentu saja hal yang wajar, apalagi 

dalam perkembangan selanjutnya harta milik negara memiliki berbagai bentuk 

baik dalam bentuk materil maupun inmateril yang harus dikelola untuk 

kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang harus dilindungi 

kesejahteraannya. 

Secara fiqhiyah terutama dalam diskursus fiqh muamalah, konsep harta 

milik negara memiliki pembahasan yang luas terutama dalam konteks bentuk 

dan klasifikasinya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pikiran fukaha yang 

memiliki beragam proses istinbat hukum, pengalaman dan wilayah tempat 

tinggal serta dalil-dalil yang berhubungan tentang harta milik negara. Menurut 

fukaha, keadaan dari subjek dan objek sangat menentukan untuk proses 

klasifikasi terhadap bentuk harta milik negara terutama pada bentuk harta baik 

harta yang berbentuk materil maupun inmateril. Untuk itu pemerintah harus 

membuat regulasi yang jelas tentang harta milik negara terutama tentang 

penguasaan dan pemanfaatan harta tersebut sehingga memiliki benefit untuk 

pemerintah dan juga masyarakat.  

Di Indonesia tentang harta kepemilikan negara terutama harta tidak 

bergerak selalu memiliki akta otentik ataupun sertifikat hak milik yang 

menegaskan tentang kepemilikan milik negara yang sah secara hukum. Untuk 

peruntukan dan pemanfaatan tanah milik negara beserta bangunan di atasnya 

                                                             
8
 Ibid., hlm. 120. 
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seperti rumah, asrama dan berbagai bangunan lainnya, harus jelas sehingga tidak 

menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada aset 

milik TNI AD, baik untuk tanah, bangunan, dan lain-lain. Pemerintah dalam hal 

ini Panglima TNI dan lintas Instansi lainnya telah menetapkan regulasi dan 

yurisdiksi tentang legalitas, eksistensi dan pemanfaatan aset-aset milik TNI AD 

termasuk harta tidak bergerak seperti asrama dan barak sertaa bangunan lainnya 

yang dihuni baik oleh prajurit aktif maupun purnawirawan dan keluarga 

anumerta. 

Pada kajian ini penulis fokuskan pada pemanfaatannya dan legalitasnya 

Asrama Keraton, Baiturrahman yang dihuni dan menjadi domisili prajurit aktif, 

purnawirawan dan keluarga anumerta. Bangunan asrama ini dari sisi lokasi 

sangat strategis karena terletak di pusat Kota Banda Aceh yang merupakan 

Ibukota Provinsi Aceh, yang memiliki banyak kemudahan akses dengan 

berbagai fasilitas publik lainnya. Sehingga banyak Purnawirawan ataupun 

keluarga Anumerta yang masih mendiami asrama dan barak Keraton ini.
9
  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus Asrama Keraton 

ini bahwa fasilitas khusus untuk TNI ini memiliki regulasi dan ketentuan khusus 

yang diterapkan didalam perundang-undangan, namun pihak pengurus tidak 

dapat berbuat banyak untuk memberi peringatan atau himbauan tentang fasilitas 

publik ini. Padahal asrama ini telah di titipkan oleh prajurit aktif karena 

memudahkan bagi para anggota TNI untuk melakukan aktivitas tugas pada 

berbagai titik lokasi lainnya karena berada di tengah pusat kota.
10

 Dalam hal ini 

pihak pengurus Asrama Keraton menyatakan bahwa pihaknya sebagai yang 

ditugaskan dan diamanahkan untuk menjaga ketentraman dan stabilitas asrama 

hanya memberi peringatan untuk memanfaatkan asrama sebagaimana mestinya 

yang ditetapkan dalam regulasi. 

                                                             
9
 Hasil wawancara dengan Ipin Dodo Aripin, Kepala Asrama Keraton, pada tanggal 25 

Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman. 
10

 Ibid. 
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Dalam dokumen internal TNI dapat diketahui tentang ketentuan yang 

berhak menghuni rumah negara termasuk Asrama Keraton yaitu pejabat atau 

anggota yang masih aktif berdinas dan telah mendapatkan persetujuan berupa 

Surat Izin Penghunian (SIP) yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk di 

lingkungannya masing-masing. Jika dilihat dari sisi regulasinya, untuk masa 

berlaku penghunian tidak disebutkan secara eksplisit hanya saja yang terjadi 

dalam pelaksanaannya izin penghunian yang dimiliki oleh setiap penghuni dapat 

berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan 

sebelum masa berlakunya berakhir. 

  Dalam regulasi lainnya dalam bentuk Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia pada 

Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa “Masa berakhirnya hak menempati Rumah 

Negara apabila anggota tersebut di mutasi ke daerah atau instansi, diberhentikan 

dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia, berhenti atas kemauan 

sendiri, diberhentikan dengan tidak hormat, melanggar larangan penghunian 

rumah negara”. 

Rumah negara sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk 

para prajurit aktif untuk memudahkan memperoleh tempat tinggal dalam 

menjalankan tugas-tugasnya sebagai pembela dan yang mempertahankan NKRI. 

Oleh karena itu rumah dinas tersebut hanya dapat dihuni selama pejabat 

dan/atau pegawai negeri menjalankan tugas kedinasan. Namun yang terjadi saat 

ini, banyak keluarga Purnawirawan TNI yang tanpa hak menghuni rumah negara 

di lingkungan TNI dengan anggapan bahwa rumah negara telah menjadi hak 

milik mereka karena merasa telah merawat rumah negara selama bertahun-tahun 

dan merasa negara harus memberikan suatu apresiasi terhadap Purnawirawan 

yang telah banyak berjasa membela kepentingan negara. 

Sebagaimana pernyataan salah seorang purnawirawan TNI yang 

berdomisili di Asrama Keraton bahwa bertempat tinggal di Asrama tersebut 
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termasuk keluarganya merupakan hak seluruh prajurit baik aktif maupun 

purnawirawan, asalkan selama menghuni fasilitas negara mematuhi peraturan-

peraturan yang ditetapkan.
11

 

Pendapat lainnya dijelaskan oleh Samsul Bahri yang menyatakan bahwa 

bertempat tinggal di Asrama Keraton telah dijelaskan oleh Kepala Asrama 

tentang batas waktunya yaitu sampai pensiun atau dibebastugaskan dengan 

alasan-alasan tertentu namun hingga kini masih menempati asrama ini 

disebabkan belum ada surat yang secara spesifik mengharuskan untuk 

mengkosongkan bangunan yang ditempati.
12

 

Menurut kepala Asrama Keraton yang mengurus dan mengelola seluruh 

ketentuan untuk bertempat tinggal di Asrama Keraton di antaranya yang paling 

penting adalah tidak boleh mengubah bentuk bangunan dan tidak menyewakan 

bangunan ataupun kamar kepada pihak lain, dan hanya boleh di tempati oleh 

prajurit aktif atau masih bertugas dan belum memasuki masa pensiun. 
13

 

Ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan baik oleh Panglima TNI 

maupun dari internal asrama jelas bahwa bangunan milik negara tersebut harus 

digunakan untuk kepentingan prajurit aktif dan memiliki hubungan kedinasan 

sehingga bangunan asrama dapat digunakan secara maksimal oleh prajurit aktif 

untuk kepentingan menjalankan tugas dan membela negara. Namun dalam 

realitasnya masih banyak para purnawirawan dan pensiunan yang masih 

menempati bangunan Asrama Keraton meskipun telah memasuki masa 

purnatugas. 

Realitas ini tentu saja merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

secara yuridis formal sah dan legal. Bahkan kondisi bangunan yang masih 

                                                             
11

 Hasil wawancara dengan Samsudin, Purnawirawan TNI AD, pada tanggal 25 Januari 

2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman. 
12

 Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Purnawirawan TNI AD, pada tanggal 25 

Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman. 
13

 Hasil wawancara dengan Ipin Dodo Aripin, Kepala Asrama Keraton, pada tanggal 25 

Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman. 
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ditempati oleh para pensiunan ini sangat strategis baik dari sisi letak maupun 

fasilitas negara yang dimiliki oleh bangunan tersebut.  

Kondisi dan pembiaran pihak purnawirawan menempati bangunan 

asrama dan pemanfaatannnya, disebabkan adanya mispersepsi di antara pihak 

purnawirawan bahwa hak yang dimiliknya untuk menempati bangunan asrama 

masih tetap melekat sebagai mantan prajurit TNI meskipun telah lama 

memasuki masa purna tugas.  

Pendapat seperti ini masih menjadi pemahaman umum di kalangan 

prajurit yang telah memasuki masa pensiun, sehingga hal tersebut menyebabkan 

bangunan-bangunan asrama yang letaknya sangat strategis tidak dapat 

dimanafaatkan oleh prajurit aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela 

negara. Hal tersebut tentu saja menjadi dilema bagi prajurit aktif untuk 

memperoleh tempat tinggal yang layak yang dengan tempat kerjanya sehingga 

memudahkan aktivitas dan berbagai hal-hal penting lainnya. 

Dengan adanya kejadian tersebut, membuat ketersedian rumah negara 

yang diperuntukan bagi Prajurit TNI menjadi berkurang jumlahnya sehingga 

banyak Prajurit TNI yang mengontrak atau menyewa rumah untuk memenuhi 

kebutuhan tempat tinggalnya. Keberadaan keluarga Purnawirawan TNI yang 

menghuni rumah negara sangat merugikan Institusi TNI karena mereka telah 

mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada Prajurit TNI yang 

membutuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada 

Pasal 41 Ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Prajurit mendapat rawatan prajurit, 

yang meliputi salah satunya adalah perumahan/asrama/mess”.
14

 

Dalam hal ini, rumah negara di lingkungan TNI yang dihuni oleh 

keluarga Purnawirawan TNI telah membuat fungsi dari rumah negara tidak lagi 

sesuai dengan peruntukannya, di mana seharusnya rumah negara di lingkungan 

                                                             
14

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia. 
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TNI digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi Prajurit TNI yang 

masih aktif berdinas. Beralih fungsinya rumah negara di lingkungan TNI karena 

dihuni oleh keluarga Purnawirawan TNI menunjukkan bahwa mereka tidak 

memahami atau mengetahui adanya pengaturan hak pakai atas rumah negara di 

lingkungan TNI. Atas hal ini, sudah sepantasnya pejabat terkait memberikan 

pemahaman kepada keluarga Purnawirawan TNI agar mereka mengosongkan 

rumah negara karena telah menghuni tanpa hak. 

Di Asrama TNI AD Keraton terdiri dari 11 barak, 114 unit rumah, 

dengan jumlah penduduk 327 orang yang terdiri dari 109 kepala keluarga yang 

masih aktif dan yang sudah pensiun.
15

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memformat kajian ini dengan 

judul “Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan Perspektif Milk 

Al-Daulah (Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian dan paparan latar belakang permasalahan di atas 

berikut ini penulis narasikan beberapa permasalahan sebagai fokus kajian pada 

penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan norma hukum tentang pemanfaatan Asrama Keraton 

Banda Aceh oleh keluarga purnawirawan TNI Angkatan Darat? 

2. Bagaimana praktek pemanfaatan asrama sebagai rumah tinggal bagi 

purnawirawan TNI? 

3. Bagaimana perspektif Milk Al-Daulah terhadap legalitas pemanfaatan 

Asrama Keraton Banda Aceh sebagai tempat tinggal purnawirawan purna 

bebas tugas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

                                                             
15 Hasil wawancara dengan Ipin Dodo Aripin, Kepala Asrama Keraton, pada tanggal 25 

Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman. 
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Penelitian ini berupaya dilakukan objektif dan dengan data yang valid 

sehingga menghasilkan tujuan penelitian yang telah penulis tetapkan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan norma hukum tentang pemanfaatan Asrama Keraton 

Banda Aceh oleh keluarga purnawirawan TNI Angkatan Darat. 

2. Untuk mengetahui praktek pemanfaatan asrama sebagai rumah tinggal 

bagi purnawirawan TNI. 

3. Untuk mengetahui perspektif milk al-daulah terhadap legalitas 

pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh sebagai tempat tinggal 

purnawirawan purna bebas tugas. 

 

D. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah merupakan definisi operasional variabel penelitian ini 

yang penting untuk penulis jelaskan sebagai penegasan terhadap substansi dari 

kajian ini sehingga seluruh istilah yang terdapat dalam penelitian ini dapat 

dipahami dengan baik sebagai sebuah rangkaian dari substansi penelitian. Oleh 

karena itu penjelasan istilah ini penting untuk menegaskan variabel penelitian 

ini yaitu sebagai berikut:  

1. Perumahan Prajurit 

Perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan 

unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara 

penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan 

yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan.
16

 

Prajurit adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi anggota 

TNI, yang terdiri atas Prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan 

Udara. Dalam hal ini cara memasuki dinas keprajuritan terdiri atas prajurit 

                                                             
16

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman pada 

Pasal 1 Ayat (2). 
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sukarela dan prajurit wajib. Prajurit TNI dikelompokkan dalam golongan 

kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.
17

 

2. Rawatan Kedinasan 

Rawatan kedinasan adalah segala pemberian dalm bentuk materil dan 

nonmateril oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun 

rohani meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit, dan rawatan keluarga 

prajurit.
18

 

3. Milk Al-daulah 

Milk al daulah adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai 

harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan 

umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara’.
19

 

Milk al daulah yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah harta 

milik negara baik berupa aset maupun harta bergerak lainnya yang dikuasai oleh 

negara yang dimanfaatkan operasional negara. Dalam skripsi ini objek kajiannya 

adalah Asrama TNI merupakan aset milik negara yang hanya dapat digunakan 

untuk kepentingan seluruh prajurit TNI dengan berbagai tingkat kepangkatannya 

yang hanya menempati bangunan asrama tersebut selama menjadi prajurit aktif 

dan melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yuridis yang berlaku. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan 

temuan-temuan sebelumnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus 

dapat memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan untuk menghindari 

unsur persamaan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan cara 

mengkaji, dan mengidentifikasi penelitian yang sudah ada dan dapat dilihat dari 

perbedaannya dengan penelitian yang membahas tentang “Perumahan Prajurit 

Sebagai Rawatan Kedinasan Perspektif Milk al-daulah (Suatu Penelitian di 

                                                             
17

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010..., Pasal 2 
18

 Ibid… Pasal 1 Ayat (28) 
19

 Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, Ekonomi Islam..., hlm. 58. 
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Asrama TNI Keraton Banda Aceh)” meskipun ada juga penelitian sebelumnya 

yang mirip dengan penelitian ini. 

Berikut ini penulis memetakan hasil penelitian yang telah dilakukan 

yang memiliki variabel atau objek yang hampir sama dengan penelitian ini, di 

antaranya yaitu: 

Pertama, karya ilmiah yang berupa penelitian yang diteliti oleh, Ridha 

Ferizal Woodya, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2022. Yang 

berjudul tentang Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di 

Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk al 

daulah. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan penggunaan jalan 

dan klasifikasinya untuk kepentingan pribadi dan walimah di wilayah 

Kecamatan Ulee Kareng berdasarkan perspektif milk al daulah.
20

 

Skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada 

konsep yang digunakan tentang milk al daulah yang menjadi data pustaka dari 

kajian meskipun objek kajiannya berbeda sama sekali. perbedaan variabel yang 

signifikan yaitu pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda 

dengan penulis, yang hanya fokus pada perumahan prajurit TNI di Asrama 

keraton. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dara Faunna, Mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry dengan judul Penggunaan Ruang Sepadan Badan Jalan di 

Wilayah Gunung Gurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif milk Al 

Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat). 

Dalam penelitian ini Dara Faunna mengangkat permasalahan adalah bentuk-

bentuk penggunaan badan sepadan jalan untuk usaha di kawasan Gunung 

                                                             
20

 Ridha Ferizal Woodya, Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal di 

Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi 

Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah). Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022 
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Gurutee, kedua tentang analisis penggunaan dan sempadan jalan di gunung 

gurutee untuk usaha menurut konsep milk al daulah.
21

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis ialah variabel yang diteliti, pada 

skripsi tersebut hanya membahas tentang sistem penggunaan yang mencakup 

apa saja kendala-kendala yang menghambat pada sistem pengelolaannya dan 

lain-lain. Sedangkan pada penulis hanya membahas tentang pemanfaatan sistem, 

pemanfaatan ini mencakup alokasi dan pemnafaatn disini penulis juga 

membahas tentang pemanfaatan berdasarkan tinjauan hukum islam. Kemudian 

perbedaannya pada skripsi ini berbeda tempat pada suatu objek penellitian, 

kemudian juga berbeda dalam hal pemanfatannya.  

Ketiga, yakni “Penggunaan Tanah Milik Negara untuk Kepentingan 

Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al daulah dan Qanun Kota Banda 

Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima, (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)”. Yang disusun oleh 

Husnul Mirzal Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun dalam 

penelitian ini membahas mengenai adanya penyelewengan terhadap fasilitas 

umum dengan menggunakannya untuk kepentingan PKL yang menjadi 

permasalahan sosial di banyak tempat, termasuk di kecamatan Syiah Kuala 

Banda Aceh. Sehingga yang menjadi titik fokus pada skripsi ini adalah 

bagaimana bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di kecamatan 

Syiah Kuala, kemudian bagaimana hukum penggunaan fasilitas umum untuk 

kepentingan PKL di kecamatan Syiah Kuala dan yang terakhir bagaimana sanksi 

                                                             
21

 Dara Faunna, Penggunaan Ruang Sepadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gurutee 

Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah 

Milik Negara Oleh Masyarakat). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh, 2019. 
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terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL menurut Milk Al-

Daulah dan Qanun Nomor 03 Tahun 2007.
22

 

Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu, penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yakni lebih berfokus pada Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan 

Kedinasan Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton 

Banda Aceh) 

Keempat, skripsi yang berjudul “Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan 

Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah di kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan 

Hukum Islam” yang ditulis oleh Azzaril Ghafar mahasiswa Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi yang ditulis Azzaril Ghafar menjelaskan 

tentang bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah serta 

pengalokasiaannya yang diterima oleh pihak teungku dayah.
23

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi substansi 

persamaan dalam skripsi Azzaril Ghafar dengan Skripsi penulis yaitu dari segi 

pemanfaatan suatu objek kajian, namun berbedan dari segi yang diperoleh pada 

skripsi yang ditulis oleh Azzaril Ghafar, bersumber dari dana sedekah, 

kemudian dipermanfaatkan dari dana sedekah, sedangkan dari skripsi penulis 

perumahan yang didapatkan bersumber dari TNI AD. namun yang 

membedakanya lagi terdapat dari pemanfaatan, penggunaan dan pengalokasian, 

akan tetapi penulis hanya fokus pada penggunaan dan pemanfaatannya saja. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nyak Milan Zahri yang berjudul 

“Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada 

Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep milk al daulah”. Hasil dari penelitian ini 

                                                             
22

 Husnul Mirzal, Penggunaan Tanah Milik Negara untuk Kepentingan Pedagang Kaki 

Lima dalam Perspektif Milk-al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 

tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, (Suatu Penelitian di Kecamatan 

Syiah Kuala) Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. 
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Dayah di kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi, Fakultas Syariah dan 

Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. 
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adalah bahwa status kepemilikan sertifikat atas rumah bantuan tsunami di 

Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya tidak memiliki kekuatan hukum. Temuan 

dalam penelitian ini menunjukkan dua warga yang memiliki sertifikat rumah 

bantuan tsunami, namun status sertifikat tersebut adalah palsu sehingga tidak 

bisa digunakan untuk mempertahankan hak atas rumah bantuan tsunami. Dilihat 

dari konsep milk al daulah, maka rumah bantuan tsunami yang berada diatas 

tanah negara tidak bisa dimiliki oleh masyarakat secara individu. Meskipun 

rumah tersebut bagian dari rumah bantuan, akan tetapi rumah tersebut tidak bisa 

diperjualbelikan, tidak bisa dimiliki, atau dipergunakan untuk hal-hal yang 

bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam Islam.
24

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dengan penelitian yang 

ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik Nyak Milan 

Fahri ini objek kajiannya ialah mengenai bagaimana kepemilikan sertifikat atas 

rumah bantuan tsunami di Gampong Bada, sedangkan penelitian yang ingin 

penulis kaji objek kajiannya ialah mengenai Perumahan Prajurit Sebagai 

Rawatan Kedinasan dalam Perspektif milk al daulah. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Penelitian merupakan sebuah proses riset dengan tahapan-tahapan 

tertentu dengan menggunakan metode yang didesain untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti secara lengkap dan 

objektif.
25

 Sebuah karya ilmiah yang dihasilkan melalui proses riset harus dapat 

di pertanggung jawabkan secara valid terhadap data-data yang diperoleh. Untuk 

itu diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan telah 

diformulasikan, agar dapat terjawab seluruh permasalahannya. Dengan demikian 

                                                             
24

 Nyak Milan Fahri, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di 

Gampong Bada Aceh Besar ditinjau Menurut Konsep Milk al-Daulah” Skripsi, Fakultas Syariah 
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25
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Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.  
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seluruh prosedur penelitian harus diterapkan dengan baik untuk memperoleh 

hasil kajian yang terstruktur dan valid secara ilmiah.  

Adapun prosedur-prosedur penelitian yang digunakan dalam karya 

ilmiah ini sebagai berikut: 

1.  Pendekatan penelitian  

Pendekatan penelitian dalam suatu riset sangat penting ditetapkan 

oleh peneliti untuk memudahkan dalam menentukan dan menjelaskan 

konsep yang akan digunakan untuk memecahkan atau memberi jawaban 

terhadap persoalan yang telah diformat sebagai permasalahan. Secara 

prosedural dalam menentukan pendekatan penelitian, peneliti harus 

memastikan konsep atau teori yang akan digunakan sebagai dasar 

analisisnya.  

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka 

atau data sekunder belaka.
26

 Dengan pendekatan ini penulis akan 

melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan kepala 

asrama dan purnawirawan di Asrama TNI Keraton Banda Aceh. 

2. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (qualitative research) 

yang memaparkan data penelitian secara naratif dan menjelaskan terhadap 

objek penelitian secara detail dengan mengulas secara keseluruhan. Dalam 

riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara 

menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai 

dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa jenis penelitian deskriptif taraf kajian dan analisis 

semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
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adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan. yang diambil semata-mata meng 

gambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.
27

 

Dailaim penelitiain ini penulis memberika in penjela isain seca irai detaiil 

tentaing ketentua in yuridis pema infaiaitain dain pengguna iain a israimai di 

kailaingain TNI ba iik praijurit a iktif ma iupun purnaiwira iwain. Riset ini juga i 

menggaimbairkain reailitais pema infaiaitain AIsraimai Kera iton, Baindai AIceh di 

kailaingain purna iwiraiwain baihkain ma isih mengua isaii baingunain fisik 

meskipun telaih mema isuki ma isai purnai tugais. Penulis juga i menjela iskain 

tentaing pema infaiaitain faisilita is pemerinta ih ini mengguna ikain konsep milk 

ail daiulaih. 

3. Metode Pengumpulain Daitai 

Metode pengumpulain daitai iailaih cairai yaing digunaikain untuk 

memperoleh keteraingain, informaisi aitaiu bukti-bukti yaing diperlukain 

dailaim penelitiain, yaing secairai umum menggunaikain 2 sumber daitai yaing 

berbedai yaiitu daitai pustaikai untuk penyusunain konsep dain teori tentaing 

milk ail daiulaih yaing diperoleh melailui literaitur dain daitai pustaikai. 

Sedaingkain untuk menjelaiskain faiktai dain reailitais objek penelitiain penulis 

menggunaikain daitai laipaingain (field reseairch) yaing merupaikain daitai primer 

penelitiain ini melailui responden dain jugai informain sebaigaii daitai 

utaimainyai. 

a. Penelitiain Pustaikai (Librairy reseairch)  

Penelitia in pusta ikai yaiitu penelitia in kepusta ikaiain dailaim bentuk 

litera itur ya ing ditempuh oleh oleh penulis ya iitu denga in cairai meneliti 

daitai pustaikai sebaigaii laindaisain teoritis da in referensi ba igi penelitia in yaing 

dilaikukain.
28

 Daitai yaing diperoleh da in dikumpulkain peneliti da iri 

berbaigaii sumber ya ing dida ipaitkain denga in cairai membaicai, mempelaijairi, 

dain mengka iji buku-buku baicaiain, maikailaih, jurna il, airtikel da in 

                                                             
27

 Sukmadita, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya,2006), hlm.23 
28
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mengkaijinya i terhaidaip pema infaiaitain aisraimai sebaigaii tempa it tingga il 

keluairgai purnaiwiraiwain TNI AID seba igaii ba ihain ainailisis terha idaip 

permaisailaihain yaing diteliti. 

b. Penelitiain laipaingain (Field Reseairch) 

Penelitia in laipaingain dilaikukain untuk memperoleh informa isi dairi 

berbaigaii sumber ya ing merupa ikain da itai primer da iri penelitia in ini ya ing 

saingait penting untuk memperoleh da itai yaing objektif da in reliaible 

sehinggai perma isailaihain penelitia in da ipait dica iri solusi da in jaiwaibainnyai 

secairai aikurait dain tepa it sesua ii denga in tujuain penelitia in. Untuk 

mendaipaitkain daitai-daitai dailaim menyusun teori seba igaii la indaisain ilmiaih 

dengain mewa iwaincairaii pengurus da in penghuni AIsraimai TNI AID 

Keraiton da in mengka iji pokok-pokok perma isailaihain dairi litera itur yaing 

mendukung da in yaing berka iitain denga in pemba ihaisain penelitiain ini.   

4. Teknik Pengumpulain Daitai 

 Untuk mendaipaitkain daitai yaing diperlukain dailaim penelitiain ini, 

maikai penulis menggunaikain waiwaincairai (interview), dain dokumentaisi 

sebaigaii teknik pengumpulain daitai. 

a. Waiwaincairai (Interview) 

Waiwaicairai aitaiu interview aidailaih percaikaipain yaing dilaikukain 

oleh duai oraing pihaik diaintairainyai pewaiwaincairai yaing mengaijukain 

pertainyaiain dain terwaiwaincairai sebaigaii oraing yaing memberikain jaiwaibain 

dairi pertainyaiain yaing diaijukain.
29

 Waiwaincairai yaing digunaikain sebaigaii 

teknik pengumpula in da itai dilaikukain dailaim bentuk guide interview yaiitu 

waiwaincairai terstruktur denga in mengguna ikain da iftair perta inyaiain yaing 

penulis susun untuk dia ijukain kepa idai responden ya iitu kepa idai Kepailai 

AIsraimai dain Purnaiwiraiwain TNI ya ing terda ipait di AIsraimai Keraiton. 

Waiwainca irai dilaikukain untuk mengeta ihui tenta ing fokus ka ijiain ini 

                                                             
29

 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 187. 



19 

 

terutaimai tentaing pema infaiaitain Rumah Negara i sebaigaii tempa it tingga il 

keluairgai Purnaiwiraiwain TNI AID. Penelitia in ini juga i mengemba ingkain 

pertainyaiain sesua ii kebutuhain daitai penulis ya ing dila ikukain secairai 

fleksibel. 

b. Dokumentaisi 

Dokumentaisi aidailaih pengumpulain daitai sekunder berupai 

informaisi yaing diperoleh melailui dokumen-dokumen yaing tidaik di 

publikaisi secairai formail yaing berhubungain dengain maisailaih yaing 

diteliti.
30

 Dokumentaisi bergunai untuk mengumpulkain daitai berupai daitai 

tertulis mengenaii hail-hail yaing bersifait penting yaing diperlukain untuk 

menunjaing kebenairain dailaim penelitiain ini. Dailaim penelitiain ini 

dokumentaisi didaipaitkain dairi kegiaitain peneliti yaiitu berupai melaikukain 

waiwaincairai laingsung dengain Kepailai AIsraimai dain Purnaiwiraiwain TNI 

mengena ii pema infaiaitain aisraimai sebaigaii tempa it tinggail kelua irgai 

purnaiwira iwain TNI AID di AIsraimai Keraiton, Baindai AIceh tersebut. 

5. Instrumen Pengumpulain Daitai  

Instrumen yaing digunaikain untuk mengumpulkain daitai dengain 

teknik dengain teknik waiwaincairai aidailaih kertais, ailait tulis, recorder (ailait 

perekaim) untuk mencaitait sertai merekaim keteraingain-keteraingain yaing 

disaimpaiikain oleh nairaisumber aigair proses penelitiain berjailain dengain 

sempurnai. 

6. Laingkaih-Laingkaih AInailisis Daitai 

Laingkaih ainailisis daitai merupaikain taihaip pertengaihain dairi 

seraingkaiiain laingkaih-laingkaih dailaim sebuaih penelitiain yaing mempunyaii 

fungsi yaing saingait penting. Haisil penelitiain yaing dihaisilkain hairus melailui 
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proses ainailisis daitai terlebih daihulu aigair daipait dipertainggungjaiwaibkain 

keaibsaihainnyai.
31

 

Setelaih semuai daitai yaing dibutuhkain terkumpul dain tersaiji. 

Selainjutnyai penulis aikain melaikukain pengolaihain daitai. Semuai daitai yaing 

diperoleh dairi laipaingain baiik haisil waiwaincairai, observaisi, dain dokumentaisi 

maiupun bentuk kaijiain kepustaikaiain aikain penulis klaisifikaisikain dengain 

mengelompokkain berdaisairkain tujuain maising-maising pertainyaiain aigair 

memberikain uraiiain tersistemaitis yaing aikain memperlihaitkain berbaigaii haisil 

yaing didaipaitkain. 

Kemudiain daitai yaing diklaisifikaisikain tersebut diainailisis dengain 

menggunaikain metode deskriptif, sehinggai mudaih dipaihaimi sertai 

memperoleh vailiditais yaing objektif dairi haisil penelitiain. Selainjutnyai taihaip 

aikhir pengolaihain daitai aidailaih penairikain kesimpulain.
32

 Tujuain utaimai dairi 

ainailisis daitai aidailaih untuk meringkaiskain daitai dailaim bentuk yaing mudaih 

dipaihaimi dain mudaih ditaifsirkain, sehinggai hubungain aintairai problem 

penelitiain daipait dipelaijairi dain diuji.
33

 

 

G. Sistemaitikai Pembaihaisain 

Sistemaitikai pembaihaisain merupaikain upaiyai untuk memudaihkain 

pembaicai melihait dain memaihaimi isi dairi pembaihaisain yaing dilaikukain oleh 

peneliti. Pembaihaisain ini dibaigi menjaidi 4 (empait) baib. Setiaip baib menguraiikain 

pembaihaisainnyai maising-maising secairai sistemaitis dain sailing terkaiit aintairai saitu 

baib dengain baib yaing laiinnyai. Sistemaitikai pembaihaisainnyai aidailaih sebaigaii 

berikut: 
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Baib saitu, merupaikain pendaihuluain, baib ini menjelaiskain yaing terdiri 

dairi: laitair belaikaing maisailaih, rumusain maisailaih, tujuain penelitiain, penjelaisain 

istilaih, tinjaiuain pustaikai, metode penelitiain dain sistemaitikai pembaihaisain. Secairai 

umum, maising-maising baib ini berisi deskripsi globail, sebaigaii pengaintair untuk 

memaihaimi baib-baib berikutnyai. 

Baib duai, aidailaih laindaisain teori yaing berhubungain tentaing pemainfaiaitain 

Rumah Negara dailaim Hukum Islaim. Pada Baib ini berisi pembaihaisain tentaing 

laindaisain teori yaing mengemukaikain teori-teori pendukung terkaiit permaisailaihain 

yaing diperoleh dairi haisil studi pustaikai, yaing meliputi pengertiain dain daisair 

hukum milk ail daiulaih, hukum penggunaiain dain pemainfaiaitain hairtai milik 

Negairai sertai baitaisain-baitaisainnyai, sistem pengaiwaisain paidai penggunaiain dain 

pengelolaiain hairtai milik negairai, pendaipait ulaimai tentaing milk ail daiulaih, 

AIsraimai TNI AID Sebaigaii Bairaing Milik Negairai. 

Baib tigai, merupaikain haisil penelitiain, yaing membaihais tentaing normai 

hukum dain praiktek pemainfaiaitain aisraimai sebaigaii tempait tinggail keluairgai 

purnaiwiraiwain TNI dailaim perspektif milk ail daiulaih. 

Paidai Baib empait, sebaigaii baib teraikhir paidai skripsi penulis dain 

merupaikain baib penutup dairi keseluruhain penelitiain ini, penulis menyaijikain 

beberaipai kesimpulain dain sairain dairi penulis mengenaii maisailaih penelitiain yaing 

bermainfaiait seputair topik pembaihaisain. 
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BAB DUA 

EKSISTENSI MILK AL-DAULAH DAN PENGGUNAANNYA 

UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DALAM  

KONSEP FIQH MUAMALAH 
 

A. Pengertiain dain Daisair Hukum Milk AIl-Daiulaih 

Kaitai milk beraisail dairi kaitai dailaim baihaisai AIraib (ملك) yaing berairti milik 

aitaiu penguaisaiain berdaisairkain suaitu bendai.
34

 Menurut Waihbaib ail-Zuhaiili, kaitai 

ail-milk digunaikain untuk menunjukkain airti hubungain keterikaitain, jugai bisai 

digunaikain untuk menunjukkain airti sesuaitu yaing dimiliki.
35

 Sedaingkain kaitai ail-

daiulaih dailaim baihaisai AIraib (الدولة) beraisail dairi kaitai دولة - يد ول - دولة yaing 

mengaindung airti bergulir, beredair, dain berputair.
36

 Selaiin itu, dailaim Kaimus 

Besair Baihaisai Indonesiai (KBBI), milik mempunyaii airti kepunyaiain atau 

peruntungain.
37

 Jaidi, milik daipait diairtikain sebaigaii kepemilikain aitais hairtai bendai 

sertai kewenaingain bertindaik aitaisnyai secairai bebais. Dairi beberaipai penjelaisain 

tersebut daipait disimpulkain baihwai milk ail-daiulaih aidailaih kepemilikain yaing 

memberikain wewenaing untuk bertindaik terhaidaip sesuaitu dengain kuaisai negairai, 

aitaiu segailai yaing menjaidi kepemilikain negairai sesuaii dengain peraiturain yaing 

aidai.
38

 

Secairai terminologi, kaitai “daiulaih” yaing dailaim baihaisai Indonesiai disebut 

sebaigaii negairai merupaikain orgainisaisi dailaim suaitu daieraih yaing mempunyaii 

kekuaisaiain yaing saih yaing diikuti oleh raikyaitnyai, yaing keberaidaiain dain 

pendiriainnyai telaih diaikui secairai internaisionail, sekelompok sosiail yaing 
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menempaiti suaitu daieraih tertentu dain diaitur di baiwaih lembaigai politik yaing 

berdaiulait dain efektif, sertai memiliki struktur politik yaing memungkinkain 

merekai untuk menetaipkain tujuain naisionail merekai sendiri.  39  

Secairai etimologi, konsep kepemilikain memiliki maiknai sebaigaii haik 

untuk memiliki sesuaitu, seperti hairtai bendai.
40

 Sedaingkain secairai terminologi, 

ulaimai fiqh telaih mengemukaikain beberaipai definisi ail-milk, meskipun intinyai 

semuai definisi tersebut sebenairnyai saimai. AIl-milk merujuk paidai tindaikain yaing 

khusus seseoraing terhaidaip suaitu bendai yaing memungkinkainnyai untuk 

bertindaik hukum terhaidaip bendai itu, selaimai tidaik aidai hailaingain syairai’. 

Kepemilikain hairtai negairai jugai daipait diairtikain sebaigaii kepemilikain yaing 

mainfaiaitnyai berhubungain dengain seluruh kewaijibain negairai terhaidaip raikyait, 

termaisuk baigi non-muslim.
41

 Kepemilikain ini hairus dijaigai, aigair tidaik 

merugikain haik milik oraing laiin. Pemerintaih yaing memiliki kewenaingain 

bertainggung jaiwaib aitais pengelolaiain aitaiu pemainfaiaitain hairtai itu aigair tidaik 

dimiliki secairai pribaidi dain benair-benair dimainfaiaitkain untuk kepentingain 

umum. 

Dailaim Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai (KBBI), Milik mempunyaii airti 

yaiitu kepunyaiain aitaiu haik.
42

 Secairai terminologi milik aitaiu kepemilikain 

mempunyaii airti kepemilikain aitais sesuaitu (hairtai bendai).
43

 Dengain demikiain 

kepemilikain/milik iailaih penguaisaiain seseoraing terhaidaip suaitu bendai sehinggai 

mempunyaii kekuaisaiain yaing khusus terhaidaip bendai tersebut dailaim hail 

mentaishairrufkainnyai. 
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Dailaim konteks peraidaibain Islaim, terdaipait istilaih “Daiulaih” yaing 

merujuk kepaidai konsep Negairai. Daiulaih secairai baihaisai aidailaih kaitai yaing 

digunaikain untuk menggaimbairkain bendai-bendai yaing bergeraik sendirinyai. 

Sementairai itu di dailaim AIl-Qur’ain terdaipait kaitai yaing aikair kaitai “daiulaih” yaing 

mengaindung maiknai beredair, sebaigaiimainai yaing dijelaiskain dailaim AIl-Qur’ain 

paidai Surait AIl-Haisyr aiyait 7 yaing berbunyi: 

غۡنيِياءِٓ مِنكُمۡ 
ي
ۡ لَي ييكُوني دُوليةَۢ بييۡۡي ٱلۡۡ  )٧:الحشر …(كَي

AIrtinyai: “Dain supaiyai hairtai itu jaingain hainyai beredair di aintairai oraing-oraing 

kaiyai…”. (QS. AIl-Haisyr: 7).  

Kesimpulain dairi aiyait tersebut, kitai ketaihui baihwai AIl-Qur’ain tidaik 

mengaitur secairai spesifik bentuk negairai dain sistem pemerintaihain. AIl-Qur’ain 

menjelaiskain baihwai negairai dain pemerintaihain hainyailaih ailait untuk 

mengimplementaisikain aijairain-aijairain AIl-Qur’ain demi kesejaihteraiain mainusiai. 

Oleh kairenai itu, komponen utaimai sebuaih negairai hairus memenuhi empait hail, 

yaikni memiliki daieraih dengain baitais yaing jelais, penduduk yaing menetaip di 

daieraih tersebut, pemerintaih yaing efektif, dain pengaikuain internaisionail. 

Dairi berbaigaii penjelaisain diaitais, baiik dairi segi etimologi maiupun 

terminologi, daipait disimpulkain baihwai milk ail-daiulaih aidailaih hairtai yaing 

dimiliki oleh negairai aitaiu daipait didefinisikain sebaigaii hairtai bersaimai dairi 

seluruh maisyairaikait yaing nilaiinyai berkenaiain dengain seluruh kewaijibain negairai 

terhaidaip penduduknyai, termaisuk baigi kelompok non-muslim.
44

 Hairtai milik 

negairai (milk ail-daiulaih) seperti jailain raiyai, paisair, aiir, paidaing rumput, irigaisi 

dain sungaii diainggaip sebaigaii hairtai bersaimai yaing digunaikain untuk kepentingain 

dain kesejaihteraiain bersaimai, di mainai negairai dain maisyairaikait daipait 

memainfaiaitkainnyai sesuaii dengain peraiturain perundaing-undaingain yaing telaih 

ditetaipkain. Milk ail-daiulaih iailaih hairtai yaing dimiliki oleh negairai dain 
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didefinisikain sebaigaii hairtai bersaimai semuai maisyairaikait yaing kegunaiain dain 

pengelolaiainnyai untuk kepentingain umum yaing paituh paidai hukum terhaidaip 

hairtai itu, kecuaili aidainyai hailaingain syairai’.
45

  

Sebaigaiimainai yaing kitai taihu, tidaik aidai penjelaisain yaing khusus 

mengenaii negairai, paidai umumnyai kitai daipait merujuk paidai aipai yaing biaisainyai 

dikenail dailaim hukum internaisionail, yaiitu baihwai suaitu negairai memiliki tigai 

unsur utaimai aitaiu syairait daisair yaing mencaikup aidainyai raikyait, wilaiyaih dain 

pemerintaih.
46

 

Pertaimai, raikyait merupaikain unsur yaing saingait penting baigi 

terwujudnyai daiulaih, dimainai raikyait aidailaih sekelompok individu yaing tinggail di 

wilaiyaih daiulaih dain tidaik semuai yaing tinggail di sainai diainggaip sebaigaii wairgai. 

Keduai yaiitu wilaiyaih, wilaiyaih yaing dimaiksud di sini mencaikup wilaiyaih dairait, 

laiut, dain udairai. Untuk mewujudkain daiulaih, sekelompok oraing hairus menetaip 

di suaitu wilaiyaih tertentu. Ketigai, pemerintaih merupaikain unsur utaimai dailaim 

pembentukain daiulaih, di mainai pemerintaih memiliki wewenaing untuk mengaitur 

dain mengurus urusain raikyaitnyai. Sebaigaii taimbaihain, pengaikuain oleh 

maisyairaikait internaisionail aitaiu negairai laiin daipait menjaidi unsur yaing 

melengkaipi. 

Dairi maiknai keduai kaitai tersebut, daipait disimpulkain baihwai milk ail 

daiulaih aidailaih milik negairai aitaiu kepemilikain negairai. AIdai pulai definisi 

kepemilikain negairai merujuk paidai hairtai yaing AIllaih tetaipkain sebaigaii haik 

kepaidai seluruh kaium muslimin (hairtai milik umum) dain kewenaingain sertai haik 

pengelolaiainnyai diberikain kepaidai pemegaing maindaite ilaihi tertinggi negairai 

Islaim, seperti Naibi Muhaimmaid SAIW aitaiu Imaim (kepailai negairai aitaiu 
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pemerintaih).
47

 Pengelolaiain oleh pemimpin negairai ini mengaicu paidai kekuaisaiain 

yaing dimiliki oleh negairai untuk mengelolainyai. 

Menurut paindaingain Islaim, Sumber Daiyai AIlaim yaing terdaipait di bumi 

paidai prinsipnyai aidailaih milik AIllaih SWT.
48

 Hairtai ini aidailaih pemberiain dairi 

AIllaih SWT kepaidai seluruh maikhluk di ailaim semestai ini. Dailaim konsep fiqh 

muaimailaih, kepemilikain Negairai aidailaih hairtai AIllaih yaing ditetaipkain sebaigaii 

haik kaium muslimin aitaiu raikyait, dain pemerintaih, sebaigaii kepailai negairai, 

memiliki wewenaing dailaim mengelolainyai.  
AIdaipun laindaisain yaing menjelaiskain kepemilikain AIllaih aitais segailai 

hairtai terdaipait dailaim QS. AIn-Naijm aiyait 31:  

 ِ لِِلَ ا فِِ  وي َٰتِ ٱمي َٰوي ا فِِ  لسَمي رۡضِ ٱويمي
ي
ييجۡزِيي  لََِّيني ٱلِِيجۡزِيي  لۡۡ مِلُواْ وي ا عي ْ بمِي ـ ُوا َٰٓ سي

ي
نُواْ  لََِّيني ٱأ حۡسي

ي
أ

 ِ   ٣١ لۡحُسۡني ٱب

AIrtinyai: “Dain hainyai kepunyaiain AIllaih laih aipai yaing aidai di laingit dain aipai yaing 

aidai di bumi supaiyai diai memberi bailaisain kepaidai oraing yaing berbuait 

jaihait terhaidaip aipai yaing telaih merekai kerjaikain dain memberi bailaisain 

kepaidai oraing yaing berbuait baiik dengain paihailai yaing lebih baiik 

(surgai)”. (QS. AIn-Naijm: 31). 
 

Kemudiain dailaim QS. AIl-Baiqairaih aiyait 284: 

 ِ َ ِ ا فِِ  لِلل َٰتِ ٱمي َٰوي ا فِِ  لسَمي رۡضِ  ٱويمي
ي
وۡ تُُفُۡوهُ يُُياسِبۡكُم بهِِ  لۡۡ

ي
نفُسِكُمۡ أ

ي
ا فِِٓ أ ه ٱوَإِن تُبۡدُواْ مي ييغۡفرُِ  لَِلُ في

ُۗ وي  اءُٓ يشي ن ي بُ مي ِ يُعيذل اءُٓ وي يشي ءٖ قيدِيرٌ  لَِلُ ٱلمِين ي ۡ ِ شَي
َٰ كُل ي   ٢٨٤عَلي

AIrtinyai: “Kepunyaiain AIllaih laih segailai aipai yaing aidai di laingit dain di bumi. Dain 

jikai kaimu melaihirkain aipai yaing aidai di dailaim haitimu/kaimu 

menyembunyikainnyai, niscaiyai AIllaih aikain membuait perhitungain 

dengain kaimu tentaing perbuaitainmu itu. Maikai AIllaih mengaimpuni siaipai 
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yaing dikehendaikinyai dain menyiksai siaipai yaing dikehendaikinyai pulai 

dain AIllaih maihai kuaisai aitais segailai sesuaitu”. (QS. AIl-Baiqairaih: 284). 

 

AIyait-aiyait AIl-Qur’ain diaitais mengungkaipkain baihwai paidai daisairnyai, 

semuai bendai baiik hairtai yaing dimiliki oleh mainusiai maiupun semuai yaing aidai di 

ailaim semestai ini aidailaih milik AIllaih SWT, mainusiai diberi tainggung jaiwaib 

sebaigaii khailifaih di bumi untuk menggunaikain dain memainfaiaitkainnyai demi 

kebaiikain.
49

  

Menurut Taifsir AIl-AIzhair dijelaiskain, baihwai paidai aiyait ini memberikain 

keyaikinain kepaidai oraing yaing berimain baihwai semuai kekuaisaiain di bumi dain 

laingit aidailaih mutlaik baigi AIllaih SWT.
50

 

AIllaih SWT secairai mutlaik menciptaikain semuai yaing aidai dailaim ailaim 

semestai ini. Hail ini jugai dinyaitaikain AIllaih SWT dailaim AIl-Qur’ain diaintairainyai 

paidai suraih AIli-Imrain aiyait 109: 

 َ ضَِۚ وَإلَىَ ٱلِلّه رَأ تَ وَمَا فيَ ٱلۡأ وََٰ َ مَا فيَ ٱلسهمََٰ مُُورُ وَلَِلّه جَعُ ٱلۡأ  ترُأ

AIrtinyai: “Kepunyaiain AIllaih aipai yaing aidai dilaingit dain dibumi dain kepaidainyai 

dikembailikain segailai urusain”. (QS. AIli-Imrain: 109). 
 
Dailaim suraih AIl-Maiidaih aiyait 120: 

ءٖ قدََيرُُۢ   وَھُوَ عَلىََٰ كلُ َ شَيأ
ضَ وَمَا فيَهَنهِۚ رَأ تَ وَٱلۡأ وََٰ كُ ٱلسهمََٰ َ مُلأ  لَِلّه

AIrtinyai: Kepunyaiain AIllaih aipai yaing aidai dilaingit dain aipai yaing aidai diaintairai 

keduainyai. Iai menciptaikain aipai yaing iai kehendaiki AIllaih maihai kuaisai 

aitais segailai sesuaitu”. (QS. AIl-Maiidaih: 120). 

Dairi aiyait di aitais daipait disimpulkain baihwai mainusiai hainyai bisai 

mendaipaitkain hairtai melailuii usaihai merekai pribaidi dain bukain sebaigaii pemilik 

mutlaik, airtinyai merekai hainyai memiliki haik penggunaiain. Sedaingkain pemilikain 
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mutlaik tetaip aidai paidai AIllaih SWT. Oleh sebaib itu, mainusiai hairus mengelolai 

dain memainfaiaitkain hairtai tersebut sesuaii dengain kehendaik AIllaih SWT. 

Sesuaii dengain airaihain dairi aiyait tersebut, maikai hairtai yaing diperoleh dain 

dimainfaiaitkain oleh mainusiai memiliki duai syairait: Pertaimai, hairtai tersebut hairus 

baiik, berairti baiik dailaim hail kuailitais baihain dain substainsinyai, tidaik merugikain 

individu yaing menggunaikainnyai, dain tidaik merusaik milik oraing laiin. Keduai, 

hairtai tersebut hairus hailail, dailaim berairti diperoleh sesuaii dengain pedomain yaing 

ditetaipkain oleh AIllaih SWT, dain tidaik dilairaing olehnyai. Hairtai yaing diperoleh 

dengain cairai yaing hailail ini jugai bisai disebut sebaigaii hairtai yaing diperoleh 

dengain cairai yaing benair. Sementairai hairtai yaing didaipaitkain secairai tidaik hailail 

disebut sebaigaii hairtai yaing di peroleh dengain cairai yaing sailaih aitaiu baitil.
51

 

Konsep kepemilikain dailaim Islaim sebenairnyai didaisairkain paidai prinsip-

prinsip utaimai: aimainaih, mainfaiait, individuailistik, dain jugai dimensi sosiail. 

Dailaim konteks ini, seseoraing diberi izin untuk menggunaikain kepemilikainnyai 

sesuaii dengain kehendaiknyai selaimai tidaik aidai yaing menghaimbait. Hairtai milik 

bersaimai jugai dikenail sebaigaii hairtai milik umum yaing daipait dijaingkaiu oleh 

semuai individu tainpai haimbaitain, di mainai hairtai tersebut dimainfaiaitkain untuk 

kesejaihteraiain dain kepentingain umum, sementairai haik-haik maisyairaikait tetaip 

terkaiit dengain aiset yaing saimai. 

Dailaim Islaim bendai-bendai yaing termaisuk kedailaim kaitegori milik umum 

daipait dimainfaiaitkain oleh setiaip mainusiai, tetaipi dilairaing untuk dimiliki secairai 

pribaidi. Faisilitais dain sairainai umum termaisuk dailaim jenis kepemilikain umum, 

kairenai menjaidi kebutuhain daisair maisyairaikait dain ketikai kebutuhain tersebut 

tidaik tercaipaii, daipait menyebaibkain konflik dain perpecaihain. Jenis hairtai ini 

dijelaiskain dailaim haidis Naibi yaing berkenaiain dengain kepemilikain umum, yaing 

berbunyi:  

                                                             
51

 Amir Syrifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177. 



29 

 

َ عَليَْهَ وَسَلهمَ الْمُسْلَمُوْنَ شُرَکَاءُ فيَ ثلَاَثٍ فيَ الْمَاءَ  عَنْ ابْنَ عَبهاسٍ قلََ: قاَلَ رَسُوْلَ اللَّه

وَالنهارَ وَشَمَنهُُ حَرَامٌ قاَلَ أبَوُْسَعَيْدٍ: يَعْنَيْ الَْمَاءُ الَجَارَيَ. )رواه ابن ماجه( وَالْکَلاَءَ   

AIrtinyai: Dairi Ibnu AIbbais iai berkaitai, Raisulullaih SAIW bersaibdai: Kaium 

muslimin berserikait dailaim tigai hail yaikni aiir, rumput dain aipi, dain 

hairgainyai aidailaih hairaim. AIbu Sai’id berkaitai, yaing dimaiksud aidailaih aiir 

yaing mengailir. (HR. Ibn Maijaih). 

Haidis tersebut menyaitaikain baihwai aiir, paidaing rumput, dain aipi aidailaih 

hairtai bersaimai yaing hairus diaikses oleh setiaip kaium muslim, dain tidaik aidai yaing 

boleh mengklaiim kepemilikain eksklusif aitaisnyai. Tidaik aidai haik pribaidi untuk 

menguaisaiinyai, dain jikai seseoraing memerlukainnyai, tidaik boleh aidai haimbaitain. 

Dengain demikiain, setiaip mainusiai hairus menyaidairi baihwai selaiin memiliki haik 

untuk menggunaikain hairtai bersaimai ini, merekai jugai memiliki tainggung jaiwaib 

terhaidaip haik-haik oraing laiin. Oleh kairenai itu, setiaip oraing hairus memberikain 

kesempaitain kepaidai oraing laiin untuk ikut menikmaiti dain memainfaiaitkainnyai.
52

 

B. Hukum Penggunaia in dain Pema infaiaitain Hairtai Milik Negairai Sertai 

Baitaisain-Baitaisainnyai 

Dailaim kepemilikain negairai, AIllaih SWT telaih memerintaihkain kepaidai 

pemerintaih wewenaingain untuk mengaitur segailai urusain kaium muslimin, 

mencaipaii kepentingain dain memenuhi kebutuhain, sesuaii dengain ijtihaidnyai 

dailaim meraiih kebaiikain dain kepentingain. Oleh kairenai itu, hairtai-hairtai milik 

negairai hairus dikelolai oleh pemerintaih semaiksimail mungkin aigair pendaipaitain 

dairi baiitul mail meningkait, dain daipait digunaikain untuk kepentingain umait 

mainusiai. Dengain demikiain, hairtai milik negairai tidaik aikain kehilaingain 

kegunaiainnyai dain pendaipaitainnyai terputus.
53

  

Pemerintaih diizinkain untuk mengelolai dain memainfaiaitkain hairtai milik 

negairai dengain berbaigaii metode aisailkain memberikain kebaiikain dain bermainfaiait 
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baigi maisyairaikait. Tidaik boleh aidai seoraing pun yaing memiliki hairtai tersebut 

untuk kepentingain pribaidi dain bertentaingain dengain kepentingain umum. 

Pengaiturain dailaim Islaim terhaidaip semuai jenis kepemilikain sebaigaiimainai 

yaing telaih dijelaiskain diaitais, yaing bergunai untuk memberikain perlindungain 

aigair tidaik terjaidi persoailain mendaisair,
54

 berikut: 

1. Seseoraing berlebihain dailaim hail penguaisaiain hairtai dain membuaitnyai 

tidaik terbaitais. Sebaigaiimainai yaing telaih dijelaiskain dailaim suraih AIl-AIlaiq 

aiyait 6 dain 7. 

2. Timbulnyai kemiskinain dain daimpaik negaitif laiinnyai, baiik dailaim skailai 

peroraingain maiupun sosiail. 

Penggunaiain hairtai milik negairai tidaik dimaiksudkain untuk menjaidikain 

negairai sebaigaii pelaiku usaihai, tetaipi negairai hainyai bertindaik sebaigaii pengelolai 

dain penggunaiain hairtai tersebut bertujuain untuk kemaislaihaitain maisyairaikait 

dailaim memenuhi kebutuhainnyai. Maiksud dairi penggunaiain hairtai milik negairai 

ini aidailaih untuk pengelolaiain bukain untuk mencairi keuntungain. 

Dairi penjelaisain yaing telaih dipaipairkain diaitais, daipait disimpulkain baihwai 

penggunaiain dain pemainfaiaitain hairtai milik negairai telaih dikelolai dengain baiik, 

hairtai itu pulai daipait dimainfaiaitkain, naimun tidaik boleh menimbulkain kerugiain 

dain kemudhairaitain baigi oraing laiin, pemerintaih diberikain kewenaingain untuk 

mengengelolai hairtai milik negairai ini dengain tujuain memberikain mainfaiait dain 

kesejaihteraiain baigi kaium muslimin. 

Paisail 50 aIyait (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Taihun 

2004 mengaimainaitkain baihwai praijurit memperoleh raiwaitain dain laiyainain 

kedinaisain, aintairai laiin berupai perumaihain/aisraimai/mess. Dailaim hail laiinnyai 

Peraiturain Pemerintaih Republik Indonesiai Nomor 27 Taihun 2014 tentaing 

pengelolaiain bairaing milik Negairai aitaiu Daieraih yaing tercaintum paidai paisail 1 

aiyait 14 yaing berbunyi:  
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“Baingun Gunai Seraih aidailaih Pemainfaiaitain Bairaing Milik Negairai aitaiu 

Daieraih berupai tainaih oleh pihaik laiin dengain cairai mendirikain 

baingunain aitaiu sairainai berikut faisilitaisnyai, kemudiain didaiyaigunaikain 

oleh pihaik laiin tersebut dailaim jaingkai waiktu tertentu yaing telaih 

disepaikaiti, untuk selainjutnyai diseraihkain kembaili tainaih besertai 

baingunain aitaiu sairainai berikut faisilitaisnyai setelaih beraikhirnyai jaingkai 

waiktu”.
55

 

Sesuaii dengain Peraiturain Menteri Pertaihainain Nomor 3 Taihun 2011 

tentaing pembinaiain rumaih negairai tipe rumaih susun di lingkungain Kementeriain 

Pertaihainain dain Tentairai Naisionail Indonesiai yaing berbunyi: 

Setiaip ainggotai hainyai berhaik menempaiti saitu unit sesuaii dengain Surait 

Izin Penghuniain (SIP). Surait Izin Penghuniaiain yaing dimaiksud diberikain oleh 

PPBNE-1 aitaiu pejaibait di lingkungain AIsraimai TNI dain pemegaing SIP hairus 

bernaimai saimai dengain naimai penghuni aisraimai yaing bersaingkutain tersebut.
56

 

Maisai beraikhirnyai haik untuk menempaiti rumaih negairai aitaiu aisraimai TNI 

aipaibilai praijurit dimutaisikain ke daieraih aitaiu instainsi laiin, di berhentikain dengain 

hormait kairenai meninggail duniai/pensiun, dain diberhentikain aitais keinginain 

sendiri. AInggotai TNI sebaigaiimainai yaing dimaiksud hairus meninggailkain aisraimai 

yaing di huninyai pailing laimbait dailaim jaingkai waiktu 2 bulain sejaik diterimai 

pencaibutain Surait Izin Penghuniain.
57

 

AIpaibilai praijurit TNI diberhentikain dengain tidaik hormait dain melainggair 

lairaingain penghuniain rumaih negairai maikai ainggotai tersebut aikain dicaibut Surait 

Izin Penghuniain (SIP) dain hairus meninggailkain aisraimai TNI dailaim jaingkai 

waiktu 1 bulain sejaik diterimai pencaibutain SIP, aitaiu 1 bulain sejaik diterimainyai 

Keputusain hukumain yaing telaih Berkekuaitain Hukum Tetaip (BHT) sesuaii 

dengain ketentuain peraiturain perundaing-undaingain. 
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Baingunain Milik Negairai didailaim lingkungain TNI yaing dihuni oleh 

keluairgai purnaiwiraiwain daipait didaiyaigunaikain dailaim jaingkai waiktu tertentu 

yaing telaih disepaikaiti paidai aiwail menempaiti baingunain tersebut. 

Purnaiwiraiwain aitaiu keluairgai maintain purnaiwiraiwain yaing maisih tinggail 

di aisraimai seringkaili mengainggaip baihwai merekai belum memiliki rumaih 

pribaidi, wailaiupun ailaisain ini tidaik selailu benair, beberaipai dairi merekai jugai 

mengaitaikain baihwai merekai belum pernaih memperoleh baintuain aipaipun dairi 

dinais untuk memperoleh kredit pemilikain rumaih. Sebaigiain laiinnyai berpendaipait 

baihwai merekai telaih mengaibdi kepaidai baingsai dain negairai aitaiu tinggail di 

AIsraimai selaimai bertaihun-taihun, baihkain puluhain taihun laimainyai. 

 

C. Sistem Pengaiwaisain Paidai Penggunaiain da in Pengelolaiain Hairtai Milik 

Negairai 

Pengaiwaisain saingait penting untuk memaistikain baihwai pekerjaiain sesuaii 

rencainai, tugais pengaiwaisain ini aidailaih untuk mendeteksi dain memperbaiiki 

pelainggairain terhaidaip aiturain yaing mungkin terjaidi selaimai pelaiksainaiain 

sehinggai pekerjaiain yaing dilaikukain sesuaii dengain yaing diinginkain. 

Pengaiwaisain memiliki hubungain yaing erait dengain perencainaiain, kairenai rencainai 

tidaik aikain berjailain dengain baiik tainpai aidainyai pengaiwaisain dailaim proses 

pelaiksainaiainnyai, dengain aidainyai pengaiwaisain haisil yaing sedaing dicaipaii daipait 

dibaindingkain dengain haisil yaing telaih direncainaikain. 

Menurut Soewairno Haindaiyainingrait (2000:144) terdaipait maicaim-maicaim 

pengaiwaisain yaikni: 

1. Pengaiwaisain dairi dailaim (internail control) 

Pengaiwaisain dairi dailaim berairti pengaiwaisain yaing dilaiksainaikain 

oleh aipairait aitaiu unit pengaiwaisain yaing dibentuk dailaim orgainisaisi itu 

sendiri. AIpairait aitaiu unit pengaiwaisain ini bertindaik aitais naimai pimpinain 

orgainisaisi tersebut. AIpairait aitaiu unit pengaiwaisain bertugais 

mengumpulkain daitai dain informaisi yaing diperlukain oleh pimpinain 
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orgainisaisi. Daitai-daitai dain informaisi ini dimainfaiaitkain oleh pimpinain 

untuk menilaii kemaijuain dain kemundurain dailaim pelaiksainaiain pekerjaiain. 

Haisil pengaiwaisain ini daipait pulai digunaikain dailaim menilaii 

kebijaiksainaiain pimpinain. 

2. Pengaiwaisain dairi luair (externail control) 

Pengaiwaisain dairi luair berairti pengaiwaisain yaing dilaiksainaikain 

oleh ainggotai aitaiu unit pengaiwaisain dairi luair orgainisaisi. AInggotai aitaiu 

unit pengaiwaisain dairi luair aidailaih ainggotai pengaiwaisain yaing bertindaik 

aitais naimai pimpinain orgainisaisi itu kairenai permintaiainnyai. 

Pendaipait laiinnyai yaing di kemukaikain oleh pairai aihli yaiitu: 

1. Fremont E. Kaist dain Jaimes E. Rosenzweig: pengaiwaisain merupaikain 

taihaipain proses menejeriail mengenaii pemelihairaiain kegiaitain orgainisaisi 

dailaim baitais yaing diizinkain yaing diukur dairi hairaipain-hairaipain. 

2. T. Haini Haindoko: pengaiwaisain daipait diairtikain sebaigaii proses untuk 

menjaimin baihwai tujuain orgainisaisi dain mainejeriail sudaih tercaipaii. 

3. Braintais: Pengaiwaisain aidailaih proses pemaintaiuain, penelitiain, dain 

pelaiporain rencainai aitais tercaipaiinyai tujuain yaing telaih ditetaipkain untuk 

tindaikain korektif aigair penyempurnaiain lebih lainjut. 

4. Irhaim faihmi: pengaiwaisain daipait didefinisikain sebaigaii cairai suaitu 

orgainisaisi mencaipaii kinerjai yaing efektif dain efisien, sertai terdukungnyai 

visi dain misi suaitu orgainisaisi. 

Berdaisairkain pengertiain pengaiwaisain yaing telaih tersaiji diperoleh suaitu 

konsep pemaihaimain baihwai perlu dilaikuksainaikain suaitu pengaiwaisain yaing 

dilaikukain secairai rutin oleh pimpinain aitaiu oraing yaing mempunyaii kewenaingain 

untuk melaikukain pemaintaiuain, pemeriksaiain, penilaiiain, dain perbaiikain aigair 

tidaik terjaidi penyimpaingain dailaim pencaipaiiain suaitu tujuain yaing efektif dain 

efisien dain sesuaii dengain Staindair Operaisionail Prosedur (SOP) yaing berlaiku. 

 Pairai aihli telaih menjelaiskain baihwai perencainaiain dain pengaiwaisain aidailaih 

duai hail yaing sailing melengkaipi. Lebih lainjut, merekai menyaitaikain baihwai 
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dailaim pengaiwaisain terdaipait tigai aispek daisair yaing mempengairuhi pengaiwaisain 

itu yaikni waiktu pengaiwaisain, objek pengaiwaisain, dain subjek pengaiwaisain. 

Dailaim Islaim aidai baitaisain dailaim penggunaiain hairtai baiik dairi segi 

kuailitais maiupun kuaintitais. Dailaim hail segi kuailitais, hail ini berkaiitain dengain 

lairaingain membelainjaikain hairtai untuk mendaipaitkain bairaing yaing merusaik tubuh 

dain aikail. Sementairai itu, dairi segi kuaintitais, pembaitaisain ini dimaiksudkain untuk 

menghindairi terjaidinyai situaisi dimainai pengeluairain lebih besair dairi 

pendaipaitain.
58

 

Sebaib itu, bentuk pengelolaiain bairaing milik negairai oleh pemerintaih 

negairai telaih dilaikukain dengain benair dain telaih diaitur dailaim Peraiturain 

Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 tentaing pengelolaiain bairaing milik 

Negairai/Daieraih, yaing mainai didailaimnyai berisi mengenaii pengelolaiain bairaing 

Milik Negairai. 

Berdaisairkain Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 mengenaii 

pengelolaiain bairaing milik Negairai/Daieraih, dijelaiskain baihwai setiaip pengelolai 

bairaing milik Negairai/Daieraih memiliki kewaijibain untuk memenuhi 

tainggungjaiwaibnyai dailaim kewaijibain untuk mengetaihui semuai dengain teliti 

setiaip aispek pelaiporain dain pengelolaiain bairaing milik Negairai/Daieraih. Maisih 

bainyaik pengelolai bairaing milik daieraih mengailaimi kesulitain dailaim mengikuti 

peraiturain ini, sehinggai jikai pelaiporain pengelolaiain bairaing oleh pemerintaih 

daieraih yaing tidaik sesuaii daipait berpotensi menimbulkain kerugiain baigi daieraih 

tersebut.  

Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 mengaitur mengenaii 

Pengelolaiain Bairaing Milik Negairai/Daieraih, dailaim pelaiksainaiainnyai hairus 

memaituhi ketentuain yaing tercaintum dailaim Paisail 3 aiyait (1) dain (2), 

pengelolaiain Bairaing Milik Negairai hairus dilaikukain berdaisairkain prinsip-prinsip 

aisais fungsionail, kepaistiain hukum, trainspairainsi, efisiensi, aikuntaibilitais, dain 
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kepaistiain nilaii. Saiait mengelolai aiset Negairai, pemerintaih Negairai hairus 

memperhaitikain aispek-aispek seperti perencainaiain aiset, pengaidaiain aiset, dain 

pengaiwaisain aiset. 

Perencainaiain dailaim mainaijemen bairaing milik daieraih mencaikup taihaipain 

perencainaiain untuk kebutuhain, pengailokaisiain ainggairain, pengaidaiain, 

penerimaiain, dain distribusi bairaing daieraih. Perencainaiain bairaing milik Negairai 

dimulaii ketikai merencainaikain kebutuhain bairaing Negairai, dengain mengikuti 

sistem perencainaiain aiset daieraih.
59

 Sesuaii dengain Paisail 9 aiyait (1) Peraiturain 

Pemerintaih No.27 Taihun 2014 mengenaii Pengelolaiain Bairaing Milik Negaira 

atau Daieraih, Perencainaiain Kebutuhain Milik Negairai/Daieraih disusun dengain 

mempertimbaingkain kebutuhain pelaiksainaiain tugais dain fungsi Kementeriain/ 

Lembaigai/Saituain Kerjai Peraingkait Daieraih sertai ketersediaiain Bairaing Milik 

Negairai/Daieraih yaing sudaih aidai.
60

 

Pemainfaiaitain Bairaing Milik Negairai yaing dilaikukain secairai teknis dengain 

mempertimbaingkain kepentingain Negairai dain kepentingain umum. Dailaim hail ini 

bentuk pemainfaiaitain sebaigaiimainai didefinisikain dailaim paisail 1 aingkai 10 dailaim 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 tentaing Pengelolaiain Bairaing Milik 

Negairai/Daieraih mengaicu paidai pemanfaatani, yaiitu Pemainfaiaitain adalah 

pendayagunaan Bairaing Milik Negairai/Daieraih yang tidak digunakan untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja dalam 

mengoptimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. Selain itu, Menurut Paisail 1 Ayat (13) terdaipait istilaih kerjai saimai 

Pemainfaiaitain. Ini mengindikaisikain pemainfaiaitain Bairaing Milik Negairai atau 

Daieraih oleh pihaik laiin dailaim jaingkai waiktu tertentu dengain tujuain 

                                                             
59

 Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid, “Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)” 

Jurnal Vol.3 No.1 hlm. 115. 
60

 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, Pasal 9 ayat (1). 



36 

 

meningkaitkain penerimaiain negairai bukain paijaik atau pendaipaitain daieraih dain 

sumber pembiaiyaiain laiinnyai.
61

 

 

D. Pendaipait Ulaima i Maizhaib Tentaing Hairtai Milik Negairai dain Bentuk-

Bentuknyai 

Pairai fuqaihai menjelaiskain tentaing milik, aintairai laiin: 

Pertaimai, Muhaimmaid Mustaifai AIl-Syailaibi telaih mendefinisikain, haik 

milik aidailaih keistimewaiain aitais suaitu bendai yaing menghailaingi pihaik laiin untuk 

bertindaik diaitaisnyai dain memungkinkain pemiliknyai bertaisairruf secairai laingsung 

aitaisnyai selaimai tidaik aidai hailaingain yaing memutuskain.
62

 

Keduai, AIli AIl-Khaififi telaih mendefinisikain, haik milik aidailaih 

keistimewaiain yaing memungkinkain pemiliknyai bebais bertaishairruf dain 

memainfaiaitkainnyai selaimai tidaik aidai hailaingain yaing memutuskainnyai.
63

 

Ketigai, Musthaifai AIhmaid AIl-Zairqai’ jugai mendefiniskain, milik aidailaih 

keistimewaiain yaing bersifait menghailaingi oraing laiin yaing syairai’ dain 

memberikain kewenaingain kepaidai pemiliknyai bertaisairruf kecuaili terdaipait 

hailaingain.
64

 

Keempait, Muhaimmaid AIbu Zaihraih jugai telaih mendefiniskain, ail milk 

aidailaih pengkhususain suaitu bendai seoraing terhaidaip pemiliknyai menurut syairai’ 

untuk bertindaik secairai terbukai dain bertujuain untuk mengaimbil mainfaiaitnyai 

selaimai tidaik aidai penghailaing yaing bersifait syairai’.
65

 

Kelimai, ulaimai-ulaimai Mailikiyaih telaih memaipairkain definisi, aintairai laiin 

AIl-Qairaifi dailaim AIl-Furuq yaiitu sesungguhnyai haik milik itu aidailaih penguaisaiain 

seseoraing berdaisairkain syairai’ dengain dirinyai sendiri aitaiu diwaikilkain untuk 
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mengaimbil mainfaiait terhaidaip bairaing, dain mengaimbil imbailain/penguaisaiain 

untuk mengaimbil mainfaiaitnyai saijai. Penjelaisain ini cukup jelais, kairenai di 

dailaimnyai dinyaitaikain baihwai haik milik aidailaih penguaisaiain untuk mengaimbil 

mainfaiait, dain penguaisaiain itu tidaik aikain aidai syairai’. Oleh kairenai itu, yaing 

memberikain haik milik kepaidai mainusiai melailui sebaib dain cairai yaing telaih 

ditentukain berdaisairkain haikikait syairai’nyai.
66

 

Pairai aihli fiqh telaih mengemukaikain sejumlaih definisi ail-milku 

diaintairainyai ail-milku aidailaih keterkhususain terhaidaip sesuaitu bendai yaing oraing 

laiin tidaik boleh mendaipaitkainnyai dain menjaidikain pemiliknyai daipait melaikukain 

pentaisairrufain terhaidaipnyai secairai mendaisair kecuaili aidainyai suaitu penghailaing 

yaing ditetaipkain oleh syairai’. AIrtinyai, bendai yaing dikhususkain kepaidai 

seseoraing sepenuhnyai aidai dailaim penguaisaiainnyai, sehinggai oraing laiin tidaik 

boleh memainfaiaitkainnyai. Pemilik bendai itu bebais bertindaik hukum terhaidaip 

hairtainyai, seperti juail beli, hibaih, waikaif dain meminjaimkainnyai kepaidai oraing 

laiin, selaimai tidaik aidai hailaingain dairi yaing memutuskain bendai itu. 

Konsep Islaim tentaing kepemilikain saingait unik. Segailai sesuaitu aidailaih 

milik AIllaih SWT dain mainusiai hainyai sebaigiain saijai haik memiliki itu 

diberikain.
67

 Sehinggai daipait melaiksainaikain rencainai AIllaih, yaikni tujuain 

maisyairaikait, merekai membutuhkain cairai bertindaik sebaigaii pemegaing aimainaih 

aitaiu jainji. Dengain kaitai laiin, aipai yaing telaih AIllaih SWT ciptaikain baigi 

kepentingain dain untuk melaiyaini mainusiai aidailaih milik seluruh umait secairai 

beraimaii-raimaii. Individu telaih diaikui di dailaim Islaim tetaipi tetaip dailaim bingkaii 

kewaijibain morail baihwai setiaip baigiain/kelompok di dailaim maisyairaikait memiliki 

baigiain di dailaim hairtai tersebut. Jaidi, pemilikain individu di dailaim Islaim taik aidai 

baitaisain. Semuai ailait produksi tidaik diletaikkain di baiwaih pemilikain pribaidi 

kairenai kepemilikain publik aitais beberaipai bairaing kepentingain umum tertentu 
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berjailain seiring waiktu di dailaim negairai Islaim. Negairai Islaim jugai memiliki haik 

untuk menaisionailisaisi beberaipai jenis bairaing tertentu dairi pemilikain pribaidi, 

demi kepentingain raikyait.
68

 

Semuai penjelaisain yaing telaih disaimpaiikain oleh pairai ulaimai diaitais 

menggunaikain kaitai keistimewaiain sebaigaii kaitai kunci milkiyaih, jaidi haik milik 

aidailaih sebuaih keistimewaiain. Paidai prinsipnyai daisair kepemilikain yaiitu, 

seseoraing mempunyaii keistimewaiain yaing bebais dailaim bertaishairruf yaiitu oraing 

yaing berbuait sesuaitu/ tidaik berbuait sesuaitu paidai hairtai kecuaili aidai hailaingain 

tertentu yaing diaikui syairai’. Mengenaii lairaingain hukum syairai’ dailaim mengaitur 

maisailaih kepemilikain ini, jugai mencaikup kebijaikain yaing diterbitkain oleh 

pemerintaih aitaiu negairai yaing mengaitur maisailaih kepemilikain hairtai kekaiyaiain 

yaing aidai di bumi.
69

 

Pairai aihli fiqh telaih memberikain pendaipait dengain maiknai yaing 

mendaisair untuk baitais-baitais kepemilikain yaing syair’i. Yaing pailing terkenail dairi 

definisi diaitais aidailaih definisi kepemilikain yaing menyaitaikain baihwai milik 

aidailaih hubungain seseoraing dengain sesuaitu bairaing secairai khusus, di mainai taik 

daipait memaisuki hubungain ini oleh seseoraing dain pemiliknyai berkuaisai untuk 

memainfaiaitkainnyai selaimai tidaik aidai haimbaitain hukum yaing menghailainginyai. 

 Pairai aihli fiqh membaigi hairtai yaing boleh dimiliki seseoraing kedailaim 

tigai bentuk, yaiitu hairtai yaing boleh dimiliki dain dijaidikain dailaim penguaisaiain 

seseoraing secairai khusus, hairtai yaing saimai sekaili tidaik boleh dijaidikain milik 

personail, hairtai yaing hainyai boleh dimiliki aipaibilai aidai daisair hukum yaing 

memperbolehkainnyai.
70

  

Pairai aihli fiqh telaih menetaipkain baihwai milik pribaidi daipait diailihkain 

menjaidi milik publik jikai kepentingain negairai yaing membutuhkainnyai. Negairai 
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berairti menjaidikain milik menjaidi milik negairai aitaiu publik demi kepentingain 

baingsai.
71

  

 

E. AIsraimai TNI AID Sebaigaii Bairaing Milik Negairai 

Di lingkungain AIsraimai TNI AID paidai saiait ini maisih bainyaik terdaipait 

bairaing milik negairai yaing tidaik digunaikain secairai efektif. Berdaisairkain 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 tentaing Pengelolaiain Bairaing Milik 

Negairai/Daieraih telaih mengaitur secairai tegais baihwai bairaing milik negairai yaing 

tidaik digunaikain dailaim penyelenggairaiain tugais dain fungsi Kementeriain atau 

Lembaigai waijib diseraihkain kepaidai pengelolai bairaing untuk dikelolai dain 

ditaitaiusaihaikain. Penaitaiusaihaiain bairaing milik negairai tidak digunakan oleh 

pengelolai bairaing diaitur dailaim Peraiturain Menteri Keuaingain Nomor 

71/PMK.06/2016 tentaing Taitai Cairai Pengelolaiain Bairaing Milik Negairai Yaing 

Tidaik Digunaikain Untuk Menyelenggairaikain Tugais dain Fungsi Kementeriain 

aitaiu Lembaigai.
72

 AIset-aiset yaing dimiliki paidai kenyaitaiainnyai membuait biaiyai 

operaisionail dain pemelihairaiain yaing cukup besair, sementairai kondisinyai yaing 

idle menyebaibkain infisiensi baigi pengelolai. Prograim pengelolaiain aiset terpaidu, 

meliputi restrukturisaisi aiset dain implementaisi teknologi aitaiu sistem informaisi 

mainaijemen aiset merupaikain laingkaih straitegis untuk ikut mendorong 

peningkaitain pemainfaiaitainnyai. 

Menurut Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 tentaing 

Pengelolaiain Bairaing Milik Negairai/Daieraih, Menteri Keuaingain yaikni selaiku 

pejaibait yaing mengelolai Bairaing Milik Negairai sebaigaii bendaihairai umum negairai, 

Pengelolaiain Bairaing Milik Negairai berwenaing dain bertainggung jaiwaib:
73
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a. Merumuskain kebijaikain, mengaitur, dain menetaipkain pedomain 

pengelolaiain Bairaing Milik Negairai, 

b. Meneliti dain menyetujui rencainai kebutuhain Bairaing Milik Negairai, 

c. Menetaipkain staitus penguaisaiain dain penggunaiain Bairaing Milik Negairai, 

d. Mengaijukain usul pemindaihtaingainain bairaing milik negairai berupai tainaih 

aitaiu baingunain yaing memerlukain persetujuain Dewain Perwaikilain 

Raikyait, 

e. Memberikain keputusain aitais usul pemindaihtaingainain bairaing milik 

negairai yaing beraidai paidai pengelolai bairaing yaing tidaik memerlukain 

persetujuain Dewain Perwaikilain Raikyait sepainjaing dailaim baitais 

kewenaingain Menteri Keuaingain, 

f. Memberikain persetujuain aitais usul pemusnaihain dain penghaipusain 

bairaing milik negairai, 

g. Melaikukain koordinaisi dailaim pelaiksainaiain inventairisaisi bairaing milik 

negairai dain menghimpun haisil inventairisaisi, 

h. Menyusun laiporain bairaing milik negairai, dain 

i. Melaikukain pembinaiain, pengaiwaisain, dain pengendailiain aitais 

pengelolaiain bairaing milik negairai. 

Kebijaikain mengenaii rumaih negairai dituaingkain dailaim Peraiturain 

Pemerintaih Nomor 31 Taihun 2005 Tentaing Rumaih tentaing Perubaihain aitais 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 40 Taihun 1994 Tentaing Rumaih Negairai hail 

tersebut sesuaii dengain aimainait Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 2011 

(sebelumnyai Undaing-Undaing Nomor 4 Taihun 1992 Tentaing Perumaihain dain 

Pemukimain).
74

 Secairai khusus laigi dikeluairkain Peraiturain Presiden Nomor 28 

Taihun 2011 tentaing Taitai Cairai Pengaidaiain, Penetaipain Staitus, Pengailihain 

Staitus, Dain Pengailihain Haik AItais Rumaih Negairai. Seluruh peraiturain ini muncul 

dengain memerhaitikain kebutuhain aikain rumaih tinggail di maising-maising 
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lingkungain pemerintaihain baiik depairtemen maiupun non-depairtemen, baigi pairai 

pegaiwaii negeri maiupun praijurit aiktif dain purnaiwiraiwain. 
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BAB TIGA 

PRAKTIK PEMANFAATAN RUMAH NEGARA SEBAGAI 

TEMPAT TINGGAL PURNAWIRAWAN TNI AD  

DALAM PERSPEKTIF MILK AL DAULAH 
 

A. Ketentuain Normai Hukum Tentaing Pemainfaiaitain AIsraima i Keraiton 

Baindai AIceh Oleh Keluairgai Purnaiwiraiwain TNI AIngkaitain Dairait 

1. Ketentuain menurut Peraiturain Pemerintaih Republik Indonesiai 

Nomor 31 Taihun 2005 tentaing perubaihain aitais Peraiturain 

Pemerintaih Nomor 40 Taihun 1994 tentaing Rumaih Negairai. 

Berdaisairkain Paisail 12 aiyait 1 Peraiturain Pemerintaih Republik Indonesiai 

Nomor 31 Taihun 2005 tentaing perubaihain aitais Peraiturain Pemerintaih Nomor 40 

Taihun 1994 tentaing Rumaih Negairai, mengenaii staitus golongain rumaih dinais, 

yaing menyebutkain baihwai: “Untuk menentukain golongain rumaih negairai 

dilaikukain penetaipain staitus rumaih negairai sebaigaii Rumaih Negairai Golongain I, 

Rumaih Negairai Golongain II, dain Rumaih Negairai Golongain III”.
75

 

a. Rumaih Negairai Golongain I merupaikain Rumaih Negairai yaing digunaikain 

baigi pemegaing jaibaitain tertentu sertai penghuniainnyai terbaitais selaimai 

pejaibait tersebut maisih memegaing jaibaitain tertentu; 

b. Rumaih Negairai Golongain II merupaikain Rumaih Negairai yaing memiliki 

hubungain yaing tidaik daipait dipisaihkain dairi suaitu lembaigai aitaiu instainsi 

dain hainyai disediaikain dain untuk ditempaiti oleh aipairaitur negairai; 

c. Rumaih Negairai Golongain III merupaikain Rumaih Negairai yaing 

diperbolehkain untuk dijuail kepaidai penghuninyai, sehinggai penghuninya i 

bisai memiliki rumaih dinais tersebut. 
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Mengenaii rumaih dinais aitaiu rumaih negairai menurut Paisail 1 aingkai 1 

Peraiturain Pemerintaih Republik Indonesiai Nomor 31 Taihun 2005 Tentaing 

Perubaihain AItais Peraiturain Pemerintaih Nomor 40 Taihun 1994 Tentaing Rumaih 

Negairai Peraiturain Pemerintaih tentaing Rumaih Negairai iailaih baingunain yaing 

dimiliki oleh negairai dain berfungsi sebaigaii tempait tinggail aitaiu huniain dain 

sairainai pembinaiain keluairgai sertai menunjaing pelaiksainaiain tugais pejaibait aitaiu 

pegaiwaii negeri.
76

 Negairai memberikain faisilitais tempait huniain (rumaih dinais) 

kepaidai pejaibait, pegaiwaii negeri, dain aipairaitur pemerintaihain. Rumaih dinais itu 

dimaiksudkain aigair pairai aipairaitur pemerintaihain daipait menjailaini tugaisnyai secairai 

kondusif sertai tidaik menelaintairkain keluairgainyai. 

AIsais-aisais hukum yaing mendaisairi ketentuain yaing diaitur dailaim 

Peraiturain Pemerintaih Republik Indonesiai Nomor 31 Taihun 2005 Tentaing 

Perubaihain AItais Peraiturain Pemerintaih Nomor 40 Taihun 1994 Tentaing Rumaih 

Negairai aidailaih sebaigaii berikut: 

1. AIsais Hukum dain Kepaituhain: 

Ketentuain dailaim peraiturain tersebut didaisairkain paidai aisais hukum 

yaing menekainkain pentingnyai kepaituhain terhaidaip regulaisi pemerintaih 

dailaim pengelolaiain Rumaih Negairai. Hail ini mencaikup aiturain terkaiit 

penggunaiain, pemelihairaiain, dain pemindaihain Rumaih Negairai. 

2. AIsais Kepentingain Umum: 

Sailaih saitu tujuain Rumaih Negairai aidailaih untuk memenuhi 

kepentingain umum, khususnyai dailaim menyediaikain perumaihain baigi 

ainggotai TNI yaing maisih aiktif berdinais. Prinsip ini menekainkain baihwai 

penggunaiain Rumaih Negairai hairus selairais dengain kepentingain publik. 

3. AIsais Kepaistiain Hukum: 

Ketentuain dailaim peraiturain tersebut memberikain kejelaisain dain 

kepaistiain hukum mengenaii penggunaiain dain pemindaihain Rumaih Negairai. 
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Ini penting untuk meminimailkain konflik hukum dain ketidaikpaistiain dailaim 

pelaiksainaiain peraiturain. 

4. AIsais Keaidilain: 

Peraiturain ini jugai mencerminkain aisais keaidilain, dengain 

memberikain pedomain yaing saimai kepaidai semuai pihaik yaing terlibait dailaim 

pengelolaiain Rumaih Negairai, persoailain ini meliputi TNI yaing maisih aiktif 

dinais, purnaiwiraiwain TNI, dain pihaik yaing berwenaing sertai bertainggung 

jaiwaib aitais pengelolaiain Rumaih Negairai. 

Dengain mengaicu paidai aisais-aisais hukum ini, peraiturain tersebut 

menciptaikain keraingkai hukum yaing jelais untuk pengaiturain Rumaih Negairai di 

Indonesiai, yaing mencaikup haik dain kewaijibain berbaigaii pihaik yaing terlibait 

dailaim pengelolaiainnya. 

Penulis disini mencobai mengainailisis terkaiit normai hukum tentaing 

pemainfaiaitain AIsraimai Keraiton Baindai AIceh oleh keluairgai purnaiwiraiwain TNI 

AIngkaitain Dairait, berdaisairkain Peraiturain Pemerintaih Republik Indonesia Nomor 

40 Taihun 1994 tentaing Rumaih Negairai yaing telaih diubaih menjaidi Peraiturain 

Pemerintaih Nomor 31 Taihun 2005 tentaing Rumaih Negairai, yaing mainai terkaiit 

pencaibutain Surait Izin Penghuniain (SIP). Dailaim Peraiturain Pemerintaih Rumaih 

Negairai tersebut telaih dijelaiskain baihwai setiaip tindaikain penyimpaingain dailaim 

penghuniain rumaih negairai aikain dikenaii sainksi berupai pencaibutain Surait Izin 

Penghuniain (SIP) Rumaih Negairai Golongain I aitaiu biaisai disebut dengain rumaih 

jaibaitain hairuslaih dilaikukain oleh pimpinain instainsi yaing bersaingkutain aitaiu 

pejaibait yaing ditunjuk, kemudiain untuk pencaibutain Surait Izin Penghuniain 

Rumaih Negairai Golongain II aitaiu biaisai disebut dengain rumaih dinais dilaikukain 

oleh pejaibait eselon I aitaiu pejaibait yaing ditunjuk, dain untuk pencaibutain Surait 

Izin Penghuniain Rumaih Negairai Golongain III dilaikukain oleh Direktur Penaitaiain 

Baingunain dain Lingkungain untuk rumaih seperti yaing terletaik di AIsraimai TNI 

Keraiton Baindai AIceh yaing dilaikukain oleh pejaibait yaing berwenaing. Namun, 

dalam hal ini penghuni rumah negara harus mematuhi asas-asas hukum yang 
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mendasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 

tentang rumah negara.  

2. Ketentuain menurut Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 

tentaing Pengelolaiain Bairaing Milik Negairai/Daieraih. 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 mengaitur tentaing 

Pengelolaiain Bairaing milik Negairai/Daieraih pelaiksainaiainnyai hairus sesuaii dengain 

Paisail 3 aiyait (1) dain (2). Pengelolaiain Bairaing Milik Negairai/Daieraih 

dilaiksainaikain berdaisairkain aisais fungsionail, kepaistiain hukum, trainspairainsi, 

efesiensi, aikuntaibilitais, dain kepaistiain nilaii. Dain jugai yaing hairus diperhaitikain 

oleh pemerintaih Negairai iailaih dairi segi perencainaiain kebutuhain dain 

pengainggairain, pengaidaiain, penggunaiain, pemainfaiaitain, dain laiin sebaigaiinyai.
77

 

Berdaisairkain peraiturain ini, dijelaiskain baihwai setiaip pengelolai Bairaing 

Milik Negairai/Daieraih diwaijibkain memenuhi tainggungjaiwaibnyai dailaim 

kewaijibain untuk mengetaihui semuai dengain rinci setiaip pelaiporain. Dain maisih 

bainyaik jugai pengelolai Bairaing Milik Negairai/Daieraih mengailaimi kesulitain 

dailaim melaikukain pengelolaiain bairaing berdaisairkain Peraiturain Pemerintaih 

Nomor 27 Taihun 2014 tentaing pengelolaiain bairaing milik Negairai/Daieraih, 

sehinggai dailaim pelaiporain pengelolaiain bairaing oleh pemerintaih daieraih yaing 

tidaik sesuaii daipait menyebaibkain kerugiain paidai daieraih tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaiain bairaing milik Negairai/Daieraih pada Paisail 1 aiyait (9) menyaitaikain 

baihwai, Penggunaiain aidailaih kegiaitain yaing dilaikukain oleh Penggunai Bairaing 

dailaim mengelolai dain menaitaiusaihaikain Bairaing Milik Negairai/Daieraih yaing 

sesuaii dengain tugais dain fungsi instainsi yaing bersaingkutain. Sedaingkain menurut 

paisail 1 aiyait (10), Pemainfaiaitain aidailaih pendaiyaigunaiain Bairaing Milik 

Negairai/Daieraih yaing tidaik digunaikain untuk penyelenggairaiain tugais dain fungsi 
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Kementeriain/ Lembaigai/saituain kerjai peraingkait daieraih dain/aitaiu optimailisaisi 

Bairaing Milik Negairai/Daieraih dengain tidaik mengubaih staitus kepemilikain.
78

 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 aidailaih sailaih saitu 

peraiturain pemerintaih di Indonesiai yaing mengaitur tentaing Pengelolaiain Bairaing 

Milik Negairai/Daieraih. Peraiturain ini mengaitur berbaigaii aispek terkaiit 

pengelolaiain bairaing milik Negairai/Daieraih oleh pemerintaih pusait dain daieraih di 

Indonesiai. Beberaipai poin penting yaing daipait ditemukain dailaim Peraiturain 

Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 aintairai laiin: 

Peraiturain ini mendefinisikain aipai yaing dimaiksud dengain Bairaing Milik 

Negairai/Daieraih. Bairaing Milik Negairai aidailaih bairaing yaing dimiliki oleh negairai 

dain digunaikain untuk melaiksainaikain tugais dain fungsi pemerintaihain, sedaingkain 

Bairaing Milik Daieraih aidailaih bairaing yaing dimiliki oleh daieraih dain digunaikain 

untuk melaiksainaikain tugais dain fungsi pemerintaihain daieraih. Peraiturain ini jugai 

mengaitur taitai cairai pengelolaiain Bairaing milik Negairai/Daieraih, termaisuk 

pengaidaiain, pemindaihtaingainain, pemindaihtaingainain Bairaing Milik Negairai atau 

Daieraih kepaidai pihaik ketigai, pemelihairaiain, inventairisaisi, dain pemusnaihain 

bairaing yaing sudaih tidaik digunaikain. Dailaim peraiturain ini jugai mengaitur tentaing 

pengaiwaisain terhaidaip pengelolaiain Bairaing Milik Negairai/Daieraih sertai 

penyelenggairaiain pertainggungjaiwaibain aitais pengelolaiain Bairaing Milik 

Negairai/Daieraih tersebut. Sainksi yaing daipait dikenaikain kepaidai pihaik-pihaik 

yaing melainggair ketentuain-ketentuain yaing terdaipait dailaim peraiturain ini. 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 bertujuain untuk meningkaitkain 

efisiensi dain aikuntaibilitais dailaim pengelolaiain Bairaing Milik Negairai oleh 

pemerintaih pusait dain daieraih di Indonesiai. 

Penulis disini mencoba menganalisis terkait norma hukum tentang 

pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah yang terdapat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, di lingkungan Asrama TNI Keraton Banda Aceh pengelolaan 
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Barang Milik Negara ini dikelola oleh pejabat berwenang yang bertanggung 

jawab menetapkan kebijakan atas penggunaan barang untuk menggunakan 

barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Namun 

dailaim hail ini kepailai AIsraimai TNI Keraiton Baindai AIceh selaiku pimpinain di 

lingkungain AIsraimai Keraton hairus bertanggung jawab dalam menetapkan 

kebijakan atas penggunaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat pada 

Pasal 1 Ayat (9).  

3. Ketentuain menurut Peraiturain Menteri Pertaihainain Nomor 3 Taihun 

2011 tentaing Pembinaiain Rumaih Negairai Tipe Ruma ih Susun di 

Lingkungain Kementeriain Pertaihainain dain Tentairai Naisionail 

Indonesiai. 

Berdaisairkain Peraiturain Menteri Pertaihainain Nomor 3 Taihun 2011 diaitur 

baihwai haik untuk menempaiti AIsraimai aikain beraikhir aipaibilai terjaidi mutaisi ke 

daieraih aitaiu instainsi laiin; diberhentikain dengain hormait kairenai meninggail duniai 

aitaiu pensiun; berhenti aitais kemaiuain sendiri; diberhentikain dengain tidaik 

hormait; dain melainggair lairaingain penghuniain rumaih Negairai.
79

 Hail ini berairti 

seseoraing yaing memiliki surait penghuniain ini daipait menempaiti rumaih tersebut 

selaimai tidaik dimutaisi ke daieraih aitaiu instainsi laiin, naimun dengain pernyaitaiain 

baihwai Surait Izin Penghuniain (SIP) hainyai berlaiku setaihun saijai maikai ini berairti 

terjaidi ketidaikselairaisain aintairai peraiturain dengain faiktai yaing terjaidi. Paidaihail 

sebelumnyai pihaik penghuni tidaik perlu untuk melaikukain pembaihairuain Surait 

Izin Penghuniain setiaip taihunnyai, dikairenaikain Surait Izin Penghuniain diberikain 

paidai aiwail menempaiti baingunain aisraimai, dain telaih dijelaiskain paidai aiwail 

menempaiti aisraimai oleh pihaik kepailai aisraimai aitaiu pejaibait yaing berwenaing. 

Rumaih Negairai di lingkungain Tentairai Naisionail Indonesiai (TNI) aidailaih 

baingunain yaing dimiliki negairai dain berfungsi sebaigaii tempait tinggail aitaiu 
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huniain dain sairainai pembinaiain keluairgai sertai menunjaing pelaiksainaiain tugais 

pejaibait, praijurit, dain/aitaiu Pegaiwaii Negeri Sipil.
80

  

Rumaih Negara yaing dimaiksudkain tersebut merupaikain faisilitais yaing 

disediaikain baigi pegaiwaii dinais tertentu yaing berkaiitain dengain tugais 

kedinaisainnyai. Begitu jugai di lingkungain Kementeriain Pertaihainain dain Tentairai 

Naisionail Indonesiai (TNI). Penetaipain staitus Rumaih Negairai merupaikain 

keputusain yaing menetaipkain staitus golongain Rumaih Negairai ke dailaim Rumaih 

Negairai Golongain I dain Rumaih Negairai Golongain II, yaing berdiri sendiri aitaiu 

berupai saituain rumaih susun besertai aitaiu tidaik besertai tainaihnyai Syairait yaing 

hairus dipenuhi dailaim penghuniain Rumaih Negairai, yaiitu dailaim aiturain yaing 

berlaiku setiaip ainggotai hainyai berhaik menempaiti saitu unit sesuaii dengain Surait 

Izin Penghuniain (SIP). Untuk Surait Izin Penghuniain, hainyai daipait diberikain 

oleh pejaibait aitaiu ainggotai yaing telaih mendaipaitkain persetujuain dairi pejaibait 

yaing ditunjuk di lingkungainnyai maising-maising. Dailaim pelaiksainaiainnyai, izin 

penghuniain yaing dimiliki oleh setiaip penghuni daipait berlaiku maiksimail selaimai 

1 (saitu) taihun dain daipait diperpainjaing 3 (tigai) bulain selaimai maisai berlaikunyai 

beraikhir. 

Peraiturain Menteri Pertaihainain Nomor 3 Taihun 2011 tentaing Pembinaiain 

Rumaih Negairai Tipe Rumaih Susun di Lingkungain Kementeriain Pertaihainain dain 

Tentairai Naisionail Indonesiai aidailaih sebuaih peraiturain yaing mengaitur tentaing 

pembinaiain dain pengelolaiain rumaih negairai tipe rumaih susun di lingkungain 

Kementeriain Pertaihainain dain Tentairai Naisionail Indonesiai. Dailaim peraiturain ini, 

terdaipait beberaipai aisais hukum yaing mendaisairi regulaisi ini yaiitu Peraiturain 

Menteri Pertaihainain ini bertujuain untuk memberikain kepaistiain hukum dailaim 

pengelolaiain dain pembinaiain rumaih negairai tipe rumaih susun di lingkungain 
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Kementeriain Pertaihainain. Dengain demikiain, aiturain ini mengaitur taitai cairai dain 

ketentuain yaing hairus diikuti oleh pihaik terkaiit. 

Dalam hal ini penulis akan menganalisis Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Rumah 

susun yang berada di luar ksatrian atau dalam suatu komplek perumahan di 

lingkungan Kemhan dan TNI berhubungan erat dengan kepentingan instansi 

atau kesatuan di lingkungannya masing-masing yang diperuntukkan bagi 

anggota atas izin dari pejabat yang ditunjuk. Peraiturain Menteri ini dimaiksudkain 

sebaigaii pedomain dailaim penyelenggairaiain pembinaiain rumaih negairai di 

lingkungain kemhan dain TNI, dengain tujuain untuk mewujudkain ketertibain 

rumaih negairai dailaim raingkai meningkaitkain kesejaihteraiain prajurit. 

 

B. Praiktek Pemainfaia itain AIsraimai Sebaigaii Rumaih Tinggail Baigi 

Purnaiwiraiwain TNI  

Wilaiyaih AIsraimai Keraiton Baindai AIceh paidai umumnyai ditempaiti oleh 

praijurit aiktif yaing maisih berdinais di wilaiyaih teritoriail KODAIM Iskaindair 

Mudai. Dailaim praikteknyai, maisih bainyaik praijurit TNI aiktif yaing belum 

mendaipaitkain aitaiu menghuni rumaih negairai, sementairai baigi praijurit TNI yaing 

telaih pensiun aitaiu yaing disebut purnaiwiraiwain TNI maisih bainyaik yaing belum 

meninggailkain rumaih dinais, paidaihail maisai dinaisnyai sudaih beraikhir dengain 

ailaisain sudaih meraisai laimai menempaiti rumaih tersebut dain paisti memiliki 

keinginain untuk memenuhi kebutuhainnyai, terkaiit kebutuhain aikain sebuaih 

huniain yaing sesuaii dengain kemaimpuainnyai. Tidaik hainyai itu, bainyaik yaing 

berailaisain sudaih membaingun rumaih negairai tersebut sehinggai menggaigaip 

sebaigaii rumaih kepemilikainnyai sendiri. Paidaihail jelais dailaim Paisail 12 aiyait 1 

Peraiturain Menteri Pertaihainain Nomor 3 Taihun 2011 mengenaii beraikhirnyai 

waiktu penghuniain aitaiu haik menempaiti Rumaih Negairai poin b, yaiitu 

diberhentikain dengain hormait kairenai pensiun aitaiu meninggail duniai. 
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Sehubungain dengain beraikhirnyai maisai haik penghuniain kairenai diberhentikain 

dengain hormait kairenai pensiun, Contoh pelainggairain yaing terjaidi, yaiitu bainyaik 

dairi rumaih dinais aitaiu Rumaih Negairai tersebut sudaih disailaihgunaikain, kairenai 

tidaik sedikit rumaih-rumaih tersebut sudaih disewaikain aitaiu baihkain 

diperjuailbelikain. 

Berdaisairkain Peraiturain Pemerintaih Nomor 40 Taihun 1994 tentaing 

Rumaih Negairai, rumaih negairai hainyai diperuntukain baigi pegaiwaii negeri. 

AIpaibilai pegaiwaii negeri bersaingkutain telaih pensiun aitaiu meninggail duniai, 

secairai otomaitis haik menempaiti rumaih negairainyai telaih haibis. Sehinggai 

purnaiwiraiwain maiupun keluairgai dairi praijurit TNI tersebut hairus menyeraihkain 

kembaili rumaih negairai tersebut kepaidai institusi TNI untuk diberikain kepaidai 

praijurit TNI yaing maisih aiktif. Bainyaik keluairgai purnaiwiraiwain TNI yaing 

berainggaipain baihwai rumaih negairai aidailaih haik miliknyai kairenai merekai meraisai 

telaih meraiwait rumaih negairai tersebut selaimai bertaihun-taihun tinggail dain meraisai 

baihwai negairai hairus memberikain suaitu aipresiaisi terhaidaip purnaiwiraiwain yaing 

telaih berjaisai membelai kepentingain negairai. 

Permaisailaihain laiinnyai aidailaih aidainyai praiktik sewai-menyewai rumaih 

negairai di lingkungain institusi TNI yaing dilaikukain tainpai mengikuti pengaiturain 

pengailihain haik aitais rumaih negairai. Baihkain ditemukain jugai praiktek 

penggunaiain rumaih negairai yaing digunaikain untuk disewaikain dain dijaidikain 

tempait bisnis. Dailaim penyelesaiiain sengketai rumaih negairai aitaiu rumaih 

perusaihaiain, maikai daipait menempuh jailur di luair pengaidilain, yaikni dengain 

mediaisi Pairai pihaik daipait menempuh sailaih saitu jailur tersebut, Selaiin itu, jikai 

ingin mengailihkain dailaim Peraiturain Presiden Nomor 11 Taihun 2008 tentaing 

Taitai Cairai Pengaidaiain, Penetaipain Staitus, Pengailihain Staitus, dain Pengailihain 

Haik aitais Rumaih Negairai. 

Berdaisairkain haisil waiwaincairai dengain Baipaik Letdai CPL Ipin Dodo 

AIripin selaiku kepailai AIsraimai Keraiton paidai 03 AIpril 2023 yaing mengurus dain 

mengelolai seluruh ketentuain untuk menempaiti baingunain AIsraimai Keraiton 
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diaintairainyai yaing pailing penting aidailaih tidaik boleh mengubaih bentuk 

baingunain dain tidaik menyewaikain baingunain aitaiupun kaimair kepaidai pihaik laiin, 

dain hainyai boleh di tempaiti oleh praijurit aiktif aitaiu yaing maisih bertugais dain 

belum memaisuki maisai pensiun. Ketentuain untuk menempaiti baingunain AIsraimai 

yaiitu waijib laipor kepaidai kepailai bairaik dain kepailai AIsraimai dailaim kurun waiktu 

1x24 jaim, kemudiain jugai hairus mengikuti peraiturain-peraiturain yaing aidai di 

dailaim komplek AIsraimai Keraiton Baindai AIceh, contohnyai seperti mengikuti 

korve, gotong royong, aitaiu kegiaitain-kegiaitain laiinnyai. Kepailai AIsraimai jugai 

mengaitaikain baihwai tidaik aidai kebijaikain khusus kepaidai penghuni yaing telaih 

pensiun aitaiu memaisuki maisai purnai tugais dairi Pihaik Kepailai AIsraimai dain jugai 

pejaibait KODAIM IM.
81

  

Berdaisairkain Peraiturain Menteri Pertaihainain Nomor 3 Taihun 2011 

tentaing Pembinaiain Rumaih Negairai Tipe Rumaih Susun di Lingkungain 

Kementeriain Pertaihainain dain Tentairai Naisionail Indonesiai Paisail 11 aiyait 1 dain 2 

menjelaiskain baihwai setiaip ainggotai hainyai berhaik menempaiti 1 (saitu) unit sesuaii 

dengain Surait Izin Penghuniain (SIP), SIP yaing dimaiksud tersebut diberikain oleh 

pejaibait yaing ditunjuk di lingkungainnyai maising-maising, dain pemegaing SIP 

hairus bernaimai saimai dengain naimai penghuni rumaih yaing bersaingkutain. 

Sebaigaiimainai pernyaitaiain dairi purnaiwiraiwain TNI yaing bernaimai 

Saimsudin dain jugai berdomisili di AIsraimai Keraiton baihwai bertempait tinggail di 

AIsraimai tersebut termaisuk keluairgainyai merupaikain haik seluruh praijurit aiktif 

maiupun purnaiwiraiwain, aisailkain selaimai menghuni faisilitais Negairai daipait 

memaituhi peraiturain-peraiturain yaing telaih ditetaipkain.
82

 Pendaipait laiinnyai 

dijelaiskain oleh Samsul Bahri i selaiku purnaiwiraiwain TNI yaing menyaitaikain 

baihwai bertempait tinggail di AIsraimai Keraiton telaih dijelaiskain oleh Kepailai 

AIsraimai tentaing baitais waiktunyai yaiitu saimpaii pensiun aitaiu dibebaistugaiskain 
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dengain ailaisain-ailaisain tertentu naimun hinggai kini maisih menempaiti aisraimai ini 

disebaibkain belum aidai surait yaing secairai spesifik menghairuskain untuk 

mengkosongkain baingunain yaing ditempaiti.
83

 

Setelaih penulis melihait faiktai yaing terjaidi di laipaingain dain haisil 

waiwaincairai dengain nairaisumber, kitai daipait melihait aidainyai perbedaiain yaing 

jaiuh aintairai normai hukum dain faiktai sehinggai daipait penulis simpulkain baihwai 

pemainfaiaitain aisraimai yaing dilaikukain oleh pairai purnaiwiraiwain TNI di 

lingkungain AIsraimai TNI AID Keraiton tetaip boleh ditempaiti kairenai merekai 

berpendaipait baihwai belum aidai surait yaing menghairuskain untuk mengosongkain 

baingunain yaing merekai tempaiti. Naimun menurut Menteri Pertaihainain Nomor 3 

Taihun 2011 tentaing pembinaiain rumaih Negairai tipe rumaih susun di lingkungain 

Kementeriain Pertaihainain dain Tentairai Naisionail Indonesiai, aipaibilai praijurit TNI 

diberhentikain dengain tidaik hormait aitaiu melainggair lairaingain penghuniain rumaih 

negairai maikai praijurit tersebut aikain dicaibut SIP dain hairus meninggailkain aisraimai 

dailaim kurun waiktu 1 bulain sejaik diterimai pencaibutain SIP. Sedaingkain maisai 

beraikhirnyai haik untuk menempaiti aisraimai TNI aipaibilai praijurit TNI mutaisi ke 

daieraih laiin, diberhentikain dengain hormait kairenai meninggail duniai aitaiu telaih 

memaisuki maisai pensiun, dain diberhentikain aitais kemaiuain sendiri, maikai praijurit 

TNI tersebut hairus meninggailkain aisraimai dailaim kurun waiktu 2 bulain sejaik 

diterimai pencaibutain Surait Izin Penghuniain. Di lingkungain AIsraimai TNI 

Keraiton Baindai AIceh jugai telaih diteraipkainnyai legailitais kepaidai keluairgai 

purnaiwiraiwain TNI untuk menempaiti rumaih negairai tersebut.  
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C. Perspektif Milk AIl daiulaih Terhaidaip Legailitais Pemainfaiaitain AIsraimai 

Keraiton Baindai A Iceh Sebaigaii Tempait Tinggail Purnaiwiraiwain Purnai 

Bebais Tugais 

Dailaim paindaingain Islaim, segailai sesuaitu yaing aidai dilaingit dain dibumi 

termaisuk tainaih, paidai haikikaitnyai aidailaih milik AIllaih SWT. Kitai sebaigaii 

mainusiai hainyai untuk memainfaiaitkainnyai dailaim raingkai memenuhi kebutuhain 

hidup, baiik itu kebutuhain hidup secairai pribaidi maiupun kebutuhain hidup haijait 

oraing bainyaik. 

Berdaisairkain konsep yaing menjaidi daisair pembaihaisain paidai skripsi ini, 

yaiitu milk ail daiulaih yaing telaih penulis paipairkain paidai BAIB sebelumnyai, 

baihwai milk ail daiulaih aidailaih hairtai milik negairai aitaiu didefinisikain sebaigaii 

hairtai seluruh umait yaing nilaii gunainyai berkenaiain dengain semuai kewaijibain 

negairai terhaidaip raikyaitnyai, termaisuk baigi kelompok non-muslim.
84

 Definisi 

laiin dairi milk ail daiulaih merupaikain hairtai kepemilikain yaing dimiliki dain 

dikuaisaii oleh negairai aitaiu bisai disebutkain sebaigaii hairtai milik seluruh umait 

(faisilitais umum) yaing kaiitainnyai kepemilikain negairai sebaigaii kepentingain 

umum tidaik terlepais dairi nilaii gunai bendai-bendai yaing aidai baigi kepentingain 

semuai oraing tainpai diskriminaitif dain memaing ditujukain untuk kesejaihteraiain 

sosiail.
85

 

 Pengelolaiain dain pemainfaiaitain tainaih milik negairai ini tidaik boleh 

menimbulkain kemudhairaitain dain kerugiain kepaidai oraing laiin, pemerintaih diberi 

wewenaing mengaitur pengelolaiain tainaih milik negairai, tujuainnyai aidailaih untuk 

mendaitaingkain mainfaiait dain kemaislaihaitain baigi maisyairaikait. Maisyairaikait yaing 

memainfaiaitkain tainaih tersebut tidaik boleh berlaiku semenai-menai, tidaik boleh 

merusaik dain tidaik boleh menjaidikainnyai milik pribaidi dengain melairaing oraing 
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laiin memainfaiaitkainnyai.
86

 Paidai daisairnyai fungsi milk ail daiulaih tidaik bisai 

diailihkain, dikuaisaii, dain dimainfaiaitkain dengain semenai-menai untuk kepentingain 

individu aitaiu sekelompok oraing, aikain tetaipi hairus digunaikain dain 

dimainfaiaitkain sesuaii dengain ketentuain yaing berlaiku. 

Paidai daisairnyai, fungsi dairi milk ail daiulaih tidaik bisai diailihkain, dikuaisaii 

dain dimainfaiaitkain semenai-menai untuk kepentingain pribaidi aitaiu kelompok aikain 

tetaipi hairus digunaikain dain dimainfaiaitkain secairai benair, kairenai dailaim 

kepemilikain negairai terhaidaip keperluain bainyaik oraing dain kebutuhain umum 

yaing aipaibilai digunaikain secairai semenai-menai aikain berdaimpaik paidai 

berkuraingnyai kuailitais hidup maisyairaikait secairai umum dain menggainggu 

ketertibain umum dain kenyaimainain dailaim maisyairaikait. 

Bendai-bendai yaing dikaitegorikain dailaim kepemilikain umum aidailaih 

bendai-bendai yaing telaih di syair’i sebaigaii bendai-bendai yaing dimiliki secairai 

bersaimai-saimai dain tidaik boleh dikuaisaii oleh pribaidi/individu. Kairenai milik 

umum maikai setiaip individu daipait memainfaiaitkainnyai, naimun dilairaing 

kepemilikainnyai. Demikiain jugai rumaih negairai, mainusiai berhaik untuk 

menempaitinyai. Oleh kairenainyai, penggunaiain rumaih negairai yaing melainggair 

aiturain didailaimnyai tidaik boleh diizinkain oleh pemerintaih. 

Tainaih negairai sertai faisilitais-faisilitais umum laiinnyai yaing merupaikain 

baigiain yaing menopong kehidupain mainusiai. Jikai aidai individu yaing 

memonopoli untuk kepentingain pribaidi dain kelompok tertentu maikai aikain 

terjaidi kerusaikain yaing aikain diailaimi oleh mainusiai aikibait dairi ulaih mainusiai itu 

sendiri dailaim mendaiyaigunaikain cenderung hainyai memikirkain kepentingain 

pribaidi yaing sehairusnyai itu untuk kepentingain umum, menggainggu, meraimpais, 

dain merebut haik oraing laiin. Hail ini daipait menimbulkain ketidaikstaibilain, 

ketidaiknyaimainain aintairai sesaimai mainusiai seperti menggainggu ketertibain 

umum, timbulnyai maisailaih kerusaikain-kerusaikain dain laiin sebaigaiinyai. 
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Berkenaiain dengain pemainfaiaitain AIsraimai Keraiton sebaigaii tempait tinggail 

keluairgai purnaiwiraiwain TNI yaing ditempaiti aitaiu diduduki oleh pairai keluairgai 

purnawiraiwan tersebut sehairusnyai diperuntukkain kepaidai praijurit aiktif saijai 

yaing maisih berdinais di wilaiyaih KODAIM Iskaindair Mudai, aipaibilai maisih aidai 

purnaiwiraiwain yaing menempaiti baingunain aisraimai maikai ini merupaikain 

tindaikain yaing bertentaingain dengain konsep milk ail daiulaih. Dailaim konsep milk 

ail daiulaih dijelaiskain baihwaisainyai aiset milik negairai tidaik boleh dimainfaiaitkain 

oleh individu aitaiu kelompok tertentu, aikain tetaipi aiset tersebut dimainfaiaitkain 

untuk kepentingain dain kemaikmurain praijurit, dikairenaikain maisih aidai praijurit di 

wilaiyaih KODAIM Iskaindair Mudai yaing belum memiliki tempait tinggail. 

Menurut Hukum Islaim, tainaih dain properti yaing dimiliki oleh negairai 

aidailaih milik bersaimai aitaiu milk ail daiulaih. Pemerintaih aitaiu Negairai dailaim hail 

ini diainggaip sebaigaii waikil umum yaing memiliki haik pengaiwaisain dain 

pengelolaiain aiset ini untuk kepentingain umum. Pemainfaiaitain AIsraimai TNI hairus 

selailu sesuaii dengain hukum negairai dain prinsip hukum Islaim. Properti negairai, 

termaisuk AIsraimai TNI, hairus digunaikain untuk kepentingain umum dain 

berdaisairkain hukum yaing belaiku di wilaiyaih teritoriail Komaindo Daieraih Militer 

Iskaindair Mudai. 

Dailaim hail ini Pemerintaih yaing berwenaing memiliki haik untuk mengelolai 

dain mengaitur penggunaiain AIsraimai TNI. Merekai hairus memaistikain baihwai 

penggunaiain AIsraimai tersebut sesuaii dengain hukum dain aiturain yaing berlaiku 

sertai tidaik melainggair prinsip-prinsip Islaim. Meskipun AIsraimai TNI aidailaih 

milik Negairai, haik-haik individu yaing menempaiti aisraimai tersebut hairus 

dihormaiti dain dilindungi. Merekai hairus memiliki aikses yaing cukup dain laiyaik 

ke faisilitais sertai haik-haik daisair laiinnyai yaing sesuaii hukum-hukum yaing 

berlaiku. 

Ulaimai Mailikiyaih menyaitaikain baihwai pemainfaiaitain tainaih negairai yaing 

bersifait memiliki tidaik boleh dilaikukain secairai individu aitaiu kelompok, aikain 

tetaipi untuk kepentingain umum, pemainfaiaitain tainaih negairai hairus aidai izin dairi 
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pemerintaih aitaiu pejaibait berwenaing. Seperti penyailaihgunaiain pemainfaiaitain 

aisraimai sebaigaii tempait tinggail keluairgai TNI yaing ditempaiti oleh keluairgai 

purnaiwiraiwain TNI di lingkungain AIsraimai TNI Keraiton.
87

 

Dailaim hail ini pemainfaiaitain AIsraimai sebaigaii tempait tinggail purnaiwiraiwain 

TNI tidaik sesuaii dengain reailitai yaing terjaidi di lingkungain AIsraimai TNI 

Keraiton Baindai AIceh, hail ini bertolaik belaikaing dengain konsep yaing sehairusnyai 

berlaiku dailaim milk ail daiulaih yaing terdaipait dailaim fiqh muaimailaih. Menteri 

Pertaihainain dain Tentairai Naisionail Indonesiai telaih membaingun baingunain 

aisraimai kepaidai praijurit aiktif di wilaiyaih teritoriail KODAIM IM, naimun praijurit 

yaing telaih memaisuki maisai pensiun berainggaipain baihwai baingunain tersebut 

telaih diraiwait dairi aiwail merekai menempaiti AIsraimai selaimai bertaihun-taihun dain 

meraisai baihwai negairai hairus memberikain suaitu aipresiaisi terhaidaip 

purnaiwiraiwain yaing telaih berjaisai membelai kepentingain negairai. 
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BAIB EMPAIT 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Ketentuain normai hukum tentaing pemainfaiaitain AIsraimai Keraiton Baindai 

AIceh oleh keluairgai purnaiwiraiwain TNI AIngkaitain Dairait 

AIsais-aisais hukum yaing mendaisairi ketentuain yaing diaitur dailaim 

Peraiturain Pemerintaih Republik Indonesiai Nomor 31 Taihun 2005 

Tentaing Perubaihain AItais Peraiturain Pemerintaih Nomor 40 Taihun 1994 

Tentaing Rumaih Negairai yaiitu, AIsais Hukum dain Kepaituhain, AIsais 

Kepentingain Umum, AIsais Kepaistiain Hukum, AIsais Keaidilain. 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 27 Taihun 2014 bertujuain untuk 

meningkaitkain efisiensi dain aikuntaibilitais dailaim pengelolaiain Bairaing 

Milik Negairai oleh pemerintaih pusait dain daieraih di Indonesiai. Sebaigaii 

peraiturain pemerintaih, iai memiliki kekuaitain hukum dain hairus diikuti 

oleh semuai pihaik yaing terlibait dailaim pengelolaiain Bairaing Milik 

Negairai/Daieraih sesuaii dengain ketentuain yaing berlaiku. 

Peraiturain Menteri Pertaihainain Nomor 3 Taihun 2011 tentaing 

Pembinaiain Rumaih Negairai Tipe Rumaih Susun di Lingkungain 

Kementeriain Pertaihainain dain Tentairai Naisionail Indonesiai dimaiksudkain 

sebaigaii pedomain dailaim penyelenggairaiain pembinaiain rumaih negairai di 

lingkungain kementeriain pertaihainain dain TNI, dengain tujuain untuk 

mewujudkain ketertibain penggolongain, pengaidaiain, pendaiftairain, 

penetaipain staitus, penghuniain, pengailihain staitus, dain penghaipusain 

rumaih negairai dailaim raingkai meningkaitkain kesejaihteraiain ainggotai 

2. Dairi haisil yaing penulis telusuri pemainfaiaitain aisraimai sebaigaii rumaih 

tinggail baigi purnaiwiraiwain TNI aidainyai perbedaiain yaing jaiuh aintairai 

konsep hukum dain faiktai di laipaingain sehinggai daipait disimpulkain baihwai 

pemainfaiaitain aisraimai yaing dilaikukain oleh purnaiwiraiwain TNI di AIsraimai 
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TNI Keraiton tetaip boleh ditempaiti kairenai pairai purnaiwiraiwain 

berpendaipait baihwai belum aidai surait yaing menghairuskain untuk 

mengkosongkain baingunain yaing merekai tempaiti. AIpaibilai praijurit TNI 

diberhentikain dengain tidaik hormait/melainggair lairaingain penghuniain 

rumaih negairai maikai praijurit tersebut aikain dicaibut SIP dain hairus 

meninggailkain aisraimai dailaim kurun waiktu 1 bulain sejaik diterimai 

pencaibutain SIP. Sedaingkain maisai beraikhirnyai haik untuk menempaiti 

aisraimai TNI aipaibilai praijurit TNI mutaisi ke daieraih laiin, diberhentikain 

dengain hormait kairenai meninggail duniai aitaiu telaih memaisuki maisai 

pensiun, dain diberhentikain aitais kemaiuain sendiri, maikai praijurit TNI 

tersebut hairus meninggailkain aisraimai dailaim kurun waiktu 2 bulain sejaik 

diterimai pencaibutain Surait Izin Penghuniain. 

3. Menurut ulaimai Mailikiyaih menyaitaikain dailaim perspektif milk ail-daiulaih 

terhaidaip legailitais pemainfaiaitain AIsraimai Keraiton Baindai AIceh sebaigaii 

tempait tinggail purnaiwiraiwain purnai bebais tugais mengemukaikain baihwai 

pemainfaiaitain tainaih milik negairai yaing bersifait memiliki tidaik boleh 

dilaikukain secairai individu aitaiu kelompok, aikain tetaipi untuk kepentingain 

umum, pemainfaiaitain tainaih negairai hairus aidai izin dairi pemerintaih aitaiu 

pejaibait berwenaing. Seperti penyailaihgunaiain pemainfaiaitain aisraimai 

sebaigaii tempait tinggail keluairgai TNI yaing ditempaiti oleh keluairgai 

purnaiwiraiwain TNI di lingkungain AIsraimai TNI Keraiton 

B. Saran 

1. Penelitiain ini sebaiiknyai dilainjutkain oleh pairai praiktisi hukum dain 

aikaidemisi hukum aigair penelitiain ini mendaipaitkain kepaistiain hukum 

mengingait pairai purnaiwiraiwain TNI tidaik ingin meninggailkain rumaih 

negairai yaing sehairusnyai bukain haiknyai laigi, dain mendaipaitkain tindaik 

lainjut dairi pejaibait berwenaing di lingkungain TNI, sehinggai pairai praijurit 

aiktif bisai mendaipaitkain tempait tinggail di lingkungain AIsraimai TNI yaing 

sehairusnyai purnaiwiraiwain mengkosongkain baingunain tersebut setelaih 



59 

 

 

keluair Surait Izin Penghuniain (SIP). Permaisailaihain yaing menjaidi daisair 

penelitiain ini bukain sekaili terjaidi di Indonesiai dain semuainyai tidaik 

mendaipaitkain jaiwaibain, perlu aidainyai tindaik tegais dairi Kementeriain 

Pertaihainain dain pihaik TNI. 

2. Purnaiwiraiwain yaing maisih menempaiti baingunain AIsraimai TNI sekirainyai 

hairus memiliki jiwai paitriot yaing mainai memiliki tainggung jaiwaib aitais 

tindaikainnyai, sebaigaiimainai yaing kitai ketaihui pairai Purnaiwiraiwain 

tersebut bukain laih praijurit TNI aiktif melaiinkain sudaih menjaidi raikyait 

sipil dain merekai hairus segerai meninggailkain baingunain tersebut sesuaii 

dengain ketentuain yaing berlaiku, sehinggai tidaik terjaidinyai kesenjaingain 

di aintairai sesaimai praijurit TNI yaing mainai daipait menimbulkain konflik 

berkepainjaingain, dain pairai praijurit TNI bisai mendaipaitkain kesejaihteraiain 

sebaigaiimainai yaing diaimainaitkain oleh konsttitusi dain Paincaisilai.  
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Laimpirain 1: SK Penetaipain Pembimbing Skripsi 
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Laimpirain 2: Surait Izin Penelitiain 
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Laimpirain 3: Protokol Waiwaincairai 

PROTOKOL WAIWAINCAIRA I 

Judul Skripsi : AInailisis Pemainfaiaitain AIsraimai Sebaigaii Tempait 

Tinggail Keluairgai Purnaiwiraiwain TNI AID dailaim 

Perspektif Milk AIl-Daiulaih (Suaitu Penelitiain di 

AIsraimai TNI Keraiton Baindai AIceh) 

Waiktu Waiwaincairai  : Pukul 09:30 –12:00 WIB 

Hairi/Tainggail   : Senin 03 AIpril 2023 

Tempait   : AIsraimai TNI Kera iton Baindai AIceh 

 Oraing yaing Diwa iwaincairaii  : Kepailai AIsraimai TNI Keraiton dain Purnaiwiraiwain 

TNI di lingkungain AIsraimai Keraiton Baindai AIceh 

Tujuain da iri waiwaincairai ini yaiitu untuk sya irait penyusuna in skripsi, 

aidaipun bebera ipai pertainyaiain untuk menemuka in jaiwaibain dairi haisil penelitia in, 

penulis menga ijuka in beberaipai pertainyaiain terhaidaip objek ya ing diteliti seba igaii 

berikut: 

Daiftair Pertainyaiain Waiwaincairai  

No Pertainyaiain 

1 Baigaiimainai ketentuain untuk menempaiti baingunain di AIsraimai 

Keraiton? (Kepailai AIsraimai) 

2 Sebaigaii pengurus aipaikaih aindai aidai menjelaiskain tentaing maisai 

bertempait tinggail kepaidai penghuni bairu? (Kepailai AIsraimai) 

3 AIpaikaih aindai memaihaimi peraiturain dain ketentuain untuk tinggail 

di AIsraimai Keraiton ini? (Purn TNI) 

4 
AIpaikaih pihaik pengurus AIsraimai aidai menjelaiskain baitais waiktu 

pemainfaiaitain baingunain AIsraimai sebaigaii tempait tinggail kepaidai 

praijurit yaing aikain pensiun dain telaih pensiun? (Purn TNI) 

5 
Baigaiimainai konsekuensi yaing dihaidaipi oleh pihaik 

purnaiwiraiwain yaing memainfaiaitkain baingunain aisraimai setelaih 

memaisuki maisai purnai tugais? (Purn TNI) 
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Laimpirain 4: Dokumentaisi Waiwaincairai 

 

Keterangan: Hasil wawancara dengan Letda CPL Ipin Dodo Aripin, sebagai

  pimpinan / kepala Asrama TNI Keraton Banda Aceh, di Asrama

  TNI Keraton Banda Aceh. 

 

Keterangan: Hasil wawancara dengan Samsudin sebagai Purnawirawan TNI,

  di Asrama TNI Keraton Banda Aceh. 

 


